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MOTTO

* Orang yang hatinya berubah karena uang,

bukanlah orang yang berilmu.”

( Imam Al Ghazzali )

“ Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak menunaikan amanat, dan tidak
ada agama bagi orang yang tidak memenuhi janjinya. Maka tunaikanlah

amanat kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah berkhianat
kepada orang yang berkhianat kepadamu.”

( Terjemahan hadist Rasulullah Saw )
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RINGKASAN

Asuransi dizaman sekarang bukan lagi menjadi hal yang asing bagi
masyarakat, terlebih lagi dengan maraknya iklan-iklan dari berbagai perusahaan
asuransi yang berlomba-lomba menawarkan keunggulan produknya.

Namun dalam setiap perkembangannya selalu menemui permasalahan
vaitu adanya itikad tidak jujur dari tertanggung dengan menggunakan data, surat
atau alat bukti palsu, memperbesar jumlah kerugian yang diderita serta melakukan
atau menyuruh melakukan tindakan tertentu yang mengakibatkan kerusakan atau
kerugian yang dijamin dalam polis sehingga mengakibatkan perusahaan asuransi
mengalami kerugian, akan tetapi tertanggung harus menanggung risiko akan
kehilangan haknya untuk mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi.

Tujuan dan penulisan Skripsi ini adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip
dan unsur dalam subrogasi, kemungkinan penyimpangan yang terjadi dalam
pembayaran klaim, serta akibat hukum dan cara penyelesaiannya apabila terjadi
penyimpangan dalam pembayaran klaim di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
Cabang Jember.

Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode
yuridis empiris yaitu pendekatan masalah yang didapat langsung dari penelitian di
lapangan, dan dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa
dengan menggunakan cara pengumpulan data primer dan data sekunder secara
jelas dan terang, kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif.

Dalam prakteknya hak subrogasi daari penanggung sering mengalami
kesulitan karena alamat dan identitas tertanggung tidak jelas, tertanggung berasal
dari golongan ekonomi lemah sehingga sulit untuk membayar ganti rugi
sebagaimana yang dituntut oleh penanggung. Pembayaran klaim dalam
prakteknya di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Jember tidak pernah
terjadi adanya penyimpangan karena adanya swrvey secara rinci dan seksama
terhadap laporan atau keterangan tertanggung, data, surat atau alat bukti yan
digunakan oleh tertanggung dan memastikan bahwa kecelakaan atau musibah
tersebut benar-benar bukan karena kesalahan tertanggung, serta tidak kalah
penting adanya itikad baik dan jujur dari tertanggung untuk tidak memanipulasi
data , surat atau alat bukti yang ada.

Dengan adanya Skripsi ini penulis menyarankan kepada tertanggung agar
benar-benar melihat risiko apa saja yang kemungkinan bisa mengancam
kepentingannya dan bisa memperjanjikan risiko-risiko tersebut untuk dijamin
dalam polis atau klausula pada polis, tertanggung memahami syarat-syarat polis
sehingga apabila terjadi evenemen kemungkinan untuk kehilangan hak menuntut
ganti rugi bisa dihindari, tertanggung jangan melakukan tindakan yang melawan
ketentuan dalam polis atau klausula pada polis yang mengakibatkan tertanggung
kehilangan hak untuk menuntut ganti rugi kepada penanggungnya.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asuransi di zaman sekarang ini bukan lagi menjadi hal asing bagi
masyarakat, ditambah lagi maraknya iklan-iklan dari berbagai perusahaan asuransi
yang menawarkan keunggulan produknya. Perusahaan asuransi harus dapat
memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin timbul setiap saat yang
mengancam jiwa, harta benda, keuntungan yang diharapkan maupun kepentingan-
kepentingan lainnya.

Risiko yang timbul bisa diakibatkan oleh suatu peristiwa yang tak tentu
yang mungkin dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga mengakibatkan suatu
kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin
akan diderita seseorang. Peristiwa yang tak tentu itu disebut evenemen. Evenemen
itu sudah pasti terjadi, namun saat terjadinya tidak dapat diketahui atau tidak dapat
dipastikan. Seandainya peristiwa yang tak tentu atau evenemen itu terjadi, sudah
pasti akan menimbulkan kerugian dan sebagai akibatnya manusia harus memikul
risiko yang timbul tersebut.

Oleh sebab itu, Abdulkadir Muhammad (1994: 94) mengatakan:

Jika dirumuskan evenemen adalah peristiwa yang menurut pengalaman
manusia normal tidak dapat ditentukan terjadinya, atau walaupun sudah
pasti terjadi, saat terjadinya itu tidak dapat ditentukan, dan juga tidak
diharapkan akan terjadi. Seandainya evenemen itu terjadi juga, itu sudah di
luar kekuasaan manusia, terhadap evenemen inilah pertanggungan
diadakan.

Manusia untuk mengatasi risiko di dalam kenyataannya menurut Emmy

Pangaribuan Simanjuntak (1990: 12) ada beberapa usaha antara lain:

I. menghindari risiko ( avoidance of risk ), yaitu suatu cara untuk
menghadapi suatu masalah yang penuh dengan risiko dengan cara
menjauhi atau menghindarinya sehingga orang demikian diperkirakan
tidak akan berani melakukan atau mengadakan aktifitas dengan semua hal

yang mengandung risiko.



2. mencegah risiko ( prevention of risk ), yaitu memasang dan melengkapi
peralatan yang sekiranya dapat mencegah terjadinya risiko Dengan cara
mencegah suatu risiko ity mungkin akan teratasj sehingga beberapa akibat
yang merugikan tidak dikehendakj akan dapat dihindar;.

3. memperalihkan risiko ( lransfer of risk ), yaitu mengalihkan risiko pada

Cara mengalihkan risiko ini biasanya dengan melakukan perjanjian

asuransi atau pertanggungan.

4. menerima risiko (assumption or retention of risk ), yaitu menerima risiko
yang mungkin akan terjadi dengan perkiraan memperalihkan risiko kepada
pihak lain lebih besar biayanya dibanding dengan menghadapi risiko ity
sendiri. Orang yang demikian biasanya sudah menyisihkan sebagian
penghasilannya untuk menghadapi risiko yang mungkin terjadi, dengan
kata lain ia pasrah terhadap terjadinya risiko,

PT. Asuransi Jasa Indonesia sebagai salah satu perusahaan asuransi
kerugian siap memberikan Jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian,
kehilangan manfaat, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang timbu]
dari peristiwa yang tidak pasti. Dalam menentukan besarnya ganti kerugian
berlaku prinsip indemnitas » serta berlaku pula ketentuan pasal 284 KUHD tentang
subrogasi. Subrogasi adalah penyerahan hak menuntut manakala jumlah ganti
kerugian sepenuhnya sudah dibayar oleh penanggung.

Tingkat kesadaran berasuransi masyarakat Indonesia sekarang semakin
baik dan merata, seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang menjadi
nasabah berbagai perusahaan asuransi pada umumnya dan PT. Asuransi Jasa
Indonesia pada khususnya, sehingga perusahaan asuransi tidak perlu repot lagi
mencari nasabah karena nasabahlah yang mencari perusahaan asuransi untuk
melindungi harta benda maupun kepentingan lainnya dan segera  menutup
perjanjian asuransi tersebut Apabila peristiwa yang tidak pasti atau evenemen ity
benar-benar terjadi, maka hal ity menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi

sebagai penanggungnya.




Sebelum dilakukan pembayaran klaim perusahaan asuransi biasanya
melakukan penelitian terlebih dahuly mengenai layak tidaknya untuk mendapat
ganti kerugian. Hal ity dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan
dalam pembayaran klaim ( Sri Rejeki Hartono, 1982 118).

Berkaitan dengan masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk
mengambil  judul = skripsi « TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK
SUBROGASI  APABILA TERJADI PENYIMPANGAN DALAM
PEMBAYARAN KLAIM DI PT. ASURANSI JASA INDONESIA
(PERSERO) CABANG JEMBER »

1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari adanya salah pengertian dari pokok permasalahan
yang ada dalam penulisan skripsi ini, maka perlu terlebih dahulu diadakan
pembatasan ruang lingkup masalah, dengan maksud agar didapatkan kesatuan
arah dan arti.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya, maka perlu
diadakan batasan ruang lingkup materi yang dibahas dalam skripsi ini yakni
mengenai prinsip-prinsip dan unsur dalam subrogasi, kemungkinan terjadinya
penyimpangan  dalam pembayaran  klaim, akibat hukum serta cara
penyelesaiannya apabila terjadi penyimpangan dalam pembayaran klaim di PT.

Asuransi Jasa Indonesia ( Persero ) Cabang Jember.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka dalam skripsi ini

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. apa sajakah prinsi p-prinsip dan unsur lembaga subrogasi ?

2. bagaimanakah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan yang terjadi dalam
pembayaran klaim ?

3. bagaimanakah akibat hukum serta cara penyelesaiannya apabila terjadi
penyimpangan dalam pembayaran klaim di PT. Asuransi Jasa Indonesia

(Persero) Cabang Jember ?




1.4 Tujuan Penulisan
L4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi inj meliputi:

. untuk memenuhj dan melengkapi Syarat-syarat guna mencapai gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. sebagai sarana untuk mengembangkan ilmy yang diperoleh dalam
perkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan nyata:

3. sebagai sumbangsih buah pikiran kepada almamater dalam menambah
dan melengkapi perbendaharaan kepustakaan pada Fakultas Hukum
Universitas Jember.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah:

I untuk mengetahui apa saja prinsip-prinsip dan unsur lembaga
subrogasi:

2. untuk mengetahui kemungkinan penyimpangan yang terjadi dalam
pembayaran klaim;

3. untuk mengetahui akibat hukum dan Cara penyelesaiannya apabila
terjadi penyimpangan dalam pembayaran klaim di PT Asuransi Jasa

Indonesia ( Persero ) Cabang Jember.

1.5 Metodologi Penulisan

Didalam penyusunan skripsi ini diperlukan suaty metode penulisan,
dimana metode ini dapat diartikan sebagai prosedur atau rangkaian cara yang
sistematis dalam menggali kebenaran sehingga dapat dihasilkan penulisan yang
mendekati kebenaran optimal. Adapun metode penulisan yang dipergunakan
adalah sebagai berikut:
1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
metode yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah yang didapat langsung dari

penelitian di lapangan ( Hadikusuma, 1995: 60 3,




1.5.2 Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dari suaty penelitian yang dipergunakan
untuk memecahkan permasalahan yang ada. Data yang diperoleh diharapkah
dapat menunjang penulisan skripsi. Macam sumber data yang digunakan dalam
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
1.5.2.1 Sumber Data Primer

Data primer adalah data dasar atau data asli yang diperoleh peneliti darj
tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan
diuraikan orang lain, Dalam skripsi ini data primer diperoleh langsung dari
lapangan dengan cara Wwawancara langsung dengan pihak yang terkait yaitu pihak
PT. Asuransi Jasa Indonesia ( Persero ) Cabang Jember, khususnya bapak Muslim
yang menangani masalah klaim ( Claim Assessor or Surveyor ),
1.5.2.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian
kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan
orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang
biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi peneliti ( Hadikusuma,
1995: 65 ).
1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan berbagai metode
untuk mengumpulkan data yang dikumpulkan. Adapun beberapa metode yang
dipakai penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan data adalah sebagai
berikut:
1.5.3.1 Studi Lapangan

Merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh di lapangan untuk
memperoleh sumber data primer yang dilakukan melalui wawancara langsung dan
meminta dokumen-dokumen penunjang pada pihak terkait di PT. Asuransi Jasa

Indonesia ( Persero ) Cabang Jember.




1.5.3.2 Studi Pustaka
Digunakan untuk memperoleh sumber data sekunder yang berupa
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan permasalahan,

buku-buku literatur, hasil karya ilmiah hukum.

1.5.4 Analisa Data

Setelah data ‘diperoleh kemudian disusun secara kronologis, selanjutnya
dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suaty analisa
dengan menggunakan cara pengumpulan data dan informas;j yang diperoleh dari
data primer maupun data sekunder secara jelas dan terang, sehingga nantinya
dapat ditarik suatu kesimpulan dari berbagai problema yang ada kemudian
disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode pembahasan
yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang
bersifat khusus. Penelitian yang bersifat deskriptif ini diharapkan dapat diperoleh
gambaran yang jelas dan lengkap mengenai masalah yang dibahas sehingga akan

diperoleh kesimpulan yang sesuai ( Hadikusuma, 1995 - 96 ).
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[l FAKTA, DASAR HUKUM DANKASIANBUSTAKA

2.1 Fakta
Mengingat pentingnya upaya pemupukan dan pengerahan dana masyarakat

kesejahteraan Masyarakat itu merupakan salah satu fungsinya,

Asuransi selaku lembaga keuangan bukan bank, mempunyai peranan
strategis baik bagi masyarakat maupun bagi pembangunan. Adapun beberapa
peranan asuransi tersebut menurut Man Suparman Sastrawidjaja ( 1997 - 86 )
sebagai berikut :

I. asuransi dapat memberikan rasa aman dalam menjalankan usaha,
maksudnya seseorang akan terlepas dari kekhawatiran akan tertimpa
kerugian akibat peristiwa yang tidak diharapkan, karena kerugian
tersebut akan mendapat ganti rugi dari perusahaan asurans;.

2. asuransi dapat menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan,
maksudnya dengan memperalihkan risiko yang lebih besar kepada
perusahaan asuransi maka perusahaan tersebut akan mencurahkan
perhatian dan pikirannya pada peningkatan usahanya.

3. asuransi merupakan dasar pertimbangan dari pemberian suatu kredit,
maksudnya Seseorang meminjam kredit bank maka biasanya bank
meminta kepada debitur untuk menutup asuransi benda jaminan.

4. asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian, maksudnya dapat
ditutupnya perjanjian asuransi maka risiko yang mungkin dialami

seseorang dapat ditutup oleh perusahaan asuransi.




S. asuransi merupakan alat pembangunan, maksudnya premi yang
terkumpul oleh perusahaan asuransi dapat dipakai sebagai dana
investasi dalam pembangunan, bantuan kredit Jangka pendek,
menengah maupun jangka panjang, bagi usaha-usaha pembangunan,

Sebagai perusahaan asurans;i kerugian umum, PT. Asurans; Jasa Indonesia
membagi produk asuransinya ke dalam dua katagori yang merupakan core ( inti )
atau main business ( usaha pokok ) perusahaan, yaitu produk korporat dan produk
ritel. Dan sekarang sudah dikembangkan satuy produk baru yaitu asurans
keuangan atau finance guarantee.

Ragam produk unggul dengan manfaat optimal baik untuk kepentingan
korporat maupun pribadi dirancang melalui suatu penelitian dan pengalaman
selama puluhan tahun agar mampu menjawab kebutuhan serta senantiasa
memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan bagi tertanggung. Adapun
produk unggul dari Asuransi Jasa Indonesia antara lain : Asuransi Kebakaran,
Asuransi  Rangka Kapal, Asuransi Pengangkutan, Asuransi Penerbangan,
Asuransi Engineering, Asuransi Aneka, Asuransi Kecelakaan Diri, Asuransi
Keuangan dan Asuransi Keluarga.

Selanjutnya, penulis menyertakan kasus yang berkaitan dengan hak
subrogasi dari penanggung ( PT. Asuransi Jasa Indonesia ) yaitu tertanggung ( M.
Herman Biantoro ) mengalami kecelakaan lalu lintas dengan pihak ketiga ( M.
Sutarman ), kecelakaan tersebut terjadi di JI. Mastrip Jjam 18.00 WIB tanggal 19
November 2001 mengakibatkan kendaraan tertanggung mengalami kerusakan
pada bagian belakangnya. Tertanggung meminta ganti rugi kepada pihak ketiga
atas kerusakan tersebut tetapi karena pihak ketiga ada keperluan mendesak dan
tidak bisa ditunda lagi, maka pihak ketiga hanya meninggalkan kartu nama tetapi
pada dasarnya pihak ketiga siap untuk memberi ganti rugi atas kerusakan
kendaraan tertanggung. Selanjutnya tertanggung melanjutkan perjalanan pulang
ke rumah dan di JI. Kalimantan 1a berhenti di warnet ICON jam 19.30 WIB,
kurang lebih lima menit ia berada di dalam warnet kemudian setelah keluar

kendaraannya sudah hilang.




Tertanggung sehari sesudah kecelakaan tersebut mengajukan klaim
kendaraan bermotor kepada penanggungnya ( PT. Asuransi Jasa Indonesia )
dengan melalui proses atau prosedur pengajuan klaim yang sudah ditentukan oleh
penanggung.  Dalam laporan kerugiannya tertanggung mengatakan bahwa
kendaraan tersebut hilang bukan karena kesalahannya melainkan disebabkan oleh
pihak ketiga ( M. Sutarman ), hal itu didukung dengan adanya kartu nama pihak
ketiga ( M. Sutarman ) sehingga penanggung percaya dan segera melakukan
pembayaran atas klaim yang diajukan oleh tertanggung,

Setelah  dilakukan pembayaran  penuh penanggung  kemudian
menggantikan kedudukan tertanggung mengajukan tuntutan ganti rugi kepada
pihak ketiga. Tuntutan ganti rugi dari penanggung tersebut tentu saja ditolak oleh
pihak ketiga karena ia hanya bertanggung jawab atas kerusakan pada kendaran
tertanggung bukan atas hilangnya kendaraan tertanggung yang sama sekali tidak
diketahuinya, dan baruy saja diketahui oleh pihak ketiga setelah adanya tuntutan
ganti rugi dari penanggung.

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini :
a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Pasal 284

* Seorang penanggung yang telah membayar kerugian suatu barang yang
dipertanggungkan, menggantikan tertanggung dalam segala hak yang
diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan
kerugian tersebut, dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap
perbuatan yang dapat merugikan penanggung terhadap orang-orang

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
1) Pasal 1365

* Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada
orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
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2) Pasal 1400

* Subrogasi atau penggantian hak-hak siberpiutang oleh seorang
pthak ketiga, yang membayar siberpiutang itu, terjadi baik dengan
persetujuan maupun demi undang-undang.”

¢. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
1) Pasal 1 ayat (1)

" Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak
atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada

tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan
penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atay
kehilangan keuntungan yang diharapkan, atay tanggung jawab
hukum kepada pihak keti £a yang mungkin akan diderita tertanggung,
yang timbul dari suaty peristiwa yang tidak pasti, atau untuk
memberikan suaty pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau
hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”
2) Pasal 1 ayat (5)

* Perusahaan asuransj kerugian adalah perusahaan yang memberikan
jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan
manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang
timbul dari peristiwa yang tidak pasti.”

d. Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia ( PSKBI )

2.3 Kajian Pustaka
2.3.1 Pengertian Asuransi

Pada dasarnya asuransi dibagi menjadi 2 ( dua ) bagian yaitu asuransi
kerugian dan asuransi sejumlah uang. Di dalam bagian ini akan dibahas
pengertian asuransi menurut Kitab Undang—Undang Hukum Dagang dan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, untuk lebih mudah
memahami peraturan-peraturan yang ada.
a.  Pengertian asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Dari rumusan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, oleh
HMN Purwosutjipto ( 1996:6 ) dapat disimpulkan menjadi 3 ( tiga ) unsur mutlak

yaitu :
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1. adanya kepentingan sebagai yang dimaksud dalam UU ( pasal 250-
268 KUHD );

2. peristiwa tak tentu
bahaya yang mengancam suatu benda pertanggungan, yang mungkin
benar menjadi kenyataan sehingga merugikan tertanggung;

3. adanya kerugian
adanya kerugian erat kaitannya dengan kepentingan dan terjadinya
peristiwa yang tak tentu. Meskipun ada kerugian karena suatu
peristiwa tak tentu, kalau tidak ada kepentingan, maka ity bukan
kerugian tertanggung. Walaupun ada kepentingan dan terjadinya
peristiwa tak tentu, tetapi kalau ridak ada kerugian tidak berhak
tertanggung menuntut ganti kerugian kepada penanggung.

Unsur-unsur pertanggungan  seperti  dijelaskan  oleh Abdulkadir

Muhammad (1994:7) dapat ditentukan sebagai berikut :

I. unsur subyek. Subyek pertanggungan adalah pihak penanggung

dan tertanggung yang mengadakan perjanjian timbal balik.

2. unsur status. Pihak penanggung dan tertanggung adalah pendukung
hak dan kewajiban, dapat berstatus sebagali manusia pribadi,
sekelompok manusia pribadi dan badan hukum, tetapi khusus
mengenai penanggung harus berstatus sebagai badan hukum ( Pasal
7 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1992 ).
unsur obyek. Obyek pertanggungan dapat berupa benda, sejumlah

L2

uang atau lainnya sesuai dengan perjanjian. Tujuan yang hendak
dicapai adalah peralihan risiko dari tertanggung  kepada
penanggung.  Pertanggungan terjadi karena tertanggung tidak
mampu menghadapi bahaya yang mengancam benda miliknya,
Dengan adanya pertanggungan, tertanggung merasa terlepas dari
risiko karena telah membayar premi kepada penanggung.

4. unsur peristiwa. Peristiwa pertanggungan merupakan peristiwa
yang sudah pasti terjadi tetapi saat terjadinya tidak dapat diketahui
atau tidak dapat dipastikan dan Juga tidak diharapkan akan terjadi.
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Apabila peristiwa ity terjadi juga, itu sudah dij luar kekuasaan
manusia, terhadap peristiwa inilah pertanggungan diadakan.

5. unsur hubungan hukum. Hubungan hukum antara penanggung dan
tertanggung adalah hubungan hak dan kewajiban yaitu keterikatan
penanggung dan tertanggung dalam memenuhi kewajiban dan
memperoleh hak. Kewajiban pokok penanggung adalah memikul
beban risiko dan Jika terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian
dia  wajib membayar ganti kerugian kepada tertanggung,
Penanggung mempunyai hak atas premi. Premi merupakan
kewajiban pokok tertanggung untuk memperoleh hak bebas dari
beban risiko atau memperoleh penggantian kerugian jika terjadi
evenemen.

b.  Pengertian asuransi menurut UU No.2 Tahun 1992
Pengertian asuransi diatur dalam Pasal | ayat (1) UU No. 2 Tahun 1992
yaitu:
* Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pthak atau

lebih, dengan mana pihak  penanggung mengikatkan diri kepada

penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum
kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang
timbul dari suatu peristiwa yang tak pasti, atau untuk memberikan suatu
pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang
yang dipertanggungkan.”

Jika dibandingkan dengan definisi pada Pasal 246 KUHD maka definisi
dalam UU No. 2 Tahun 1992 lebih luas dan lengkap.Hal ini menurut Abdulkadir
Muhammad ( 1994:10 ) dapat diuraikan sebagai berikut -

1. definisi dalam UU No. 2 Tahun 1992 meliputi  pertanggungan
kerugian dan pertanggungan  jiwa. Pertanggungan kerugian
dibuktikan dengan kalimat - * penggantian kerugian, kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab

hukum kepada pihak ketiga.” Pertanggungan jiwa dibuktikan dengan
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kalimat : “ memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggal
atau hidupnya seseorang.”

2. definisi dalam UU No. 2 Tahun 1992 secara eksplisit juga meliputi
pertanggungan untuk pihak ketiga.

3. obyek pertanggungan dalam UU No. 2 Tahun 1992 meliputi benda,
kepentingan yang melekat atas benda, juga jiwa dan raga manusia.
Peristiwa dalam UU No. 2 Tahun 1992 meliputi peristiwa yang
berkenaan dengan kekayaan dan Juga berkenaan dengan jiwa dan

raga yaitu meninggalnya, cacat raga atau tubuh seseorang.

2.3.2 PT. Asuransi Jasa Indonesia Sebagai Lem baga Perasuransian
PT. Asuransi Jasa Indonesia merupakan asuransi yang identik dengan

sejarah perasuransian di Indonesia. Walaupun sebenarnya cikal bakal perusahaan
ini telah ada sejak zaman pemerintahan Kolonial Belanda, PT. Asuransi Jasa
Indonesia yang kemudian lebih dikenal dengan nama Asuransi Jasindo baru
digunakan sejak tanggal 02 Juni 1973 berdasarkan akte notaris Mohammad Alj
nomor 01 tanggal 02 Juni 1973 sebagai merger dari dua buah perusahaan milil;
negara ( BUMN ), yaitu PT. Asuransi Bendasraya dan PT. Umum Internasional
Underwriters ( PT. UIU ). Pendirian tersebut dilandasi oleh beberapa peraturan -

1 Instruksi Presiden no. 17 tahun 1967 ;

2. U.U. no. 09 tahun 1969 :

3. P.P. no. 12 tahun 1969 2

4. KUHD serta Peraturan Peralihan lainnya.

Dalam peranannya, PT. Asuransi Jasa Indonesia mempunyai dua sisi

yaitu:

I. sebagai Agent of Development artinya sebagai badan usaha yang
mewakili usaha lain di dalam menyalurkan masalah pertumbuhan,
perkembangan asuransi atau sebagai BUMN dibidang perasuransian
yang merupakan aparatur pemerintah, penyalur dan atau penghubung
di dalam perkembangan pembangunan dunia perasuransian di

Indonesia.
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2. sebagai unit organisasi badan usaha yang mencari keuntungan. Hal ini
Jelas tidak dapat dipungkiri lagi, demj kelangsungan kehidupan persero
itu sendiri.

Kedua sisi tersebut merupakan barometer dan hendaknya dapat dipenuhi
secara selaras, serasi dan seimbang dalam melaksanakan peranannya ity
Permasalahannya selaly dihadapkan dengan hambatan-hambatan baik yang datang
dari luar maupuan dari dalam perusahaan itu sendiri. Faktor dari luar yang perlu
dipertimbangkan antara lain -

1. keadaan moneter atau keungan negara :

[S°]

inflasi dan lajunya pembangunan :

perubahan keinginan relasi atay pelanggan yang terus meningkat :

= b

tempat dan ruang lingkup persaingan yang menunjukkan arah

kemajuan asuransi swasta nasional dan asing ;

bt

perubahan teknologi ;
6. kebijaksanaan pemerintah khususnya mengenai pembinaan
perusahaan lemah, swasta nasional dan koperasi ;
7. belum _meratanya kesadaran berasuransi terutama golongan
ekonomi lemah.

Sedangkan faktor dari dalam berupa hambatan-hambatan psikologi,
perlunya meningkatkan kemampuan teknis perasuransian, serta meningkatkan
teknis manajerial untuk lebih mampu melaksanakan tugas dengan koordinasi dan
pengendalian yang baik.

Meningkatnya laju pembangunan diberbagai sektor di Indonesia seperti
sektor industri yang menggunakan teknologi mutakhir dan sektor perdagangan
yang menggunakan sarana angkutan yang beraneka ragam dan Jenis, demi
tersedianya barang dalam keadaan utuh disuatu tempat tepat pada waktunya,
menyebabkan risiko yang dihadapi semakin kompleks.

Risiko-risiko tersebut dapat timbul sewaktu-waktu, di luar dugaan dan
datangnya tiba-tiba, yang mengakibatkan kerugian finansial. Namun kita tidak
perlu khawatir, karena dengan mengalihkan risiko-risiko tersebut pada perusahaan

asuransi umumnya dan PT. Asuransi Jasa Indonesia khususnya, dengan




membayar premi kita akan memperoleh ganti kerugian, yang berarti memulihkan

usaha kita dalam jangka waktu yang relatif pendek.

2.3.3 Pengertian Subrogasi
a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Subrogasi atau penggantian hak-hak itu ada, menurut Pasal 1400
KUHPerdata jika penggantian hak-hak atau subrogasi ini bagi pihak yang
berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada yang berpiutang itu,
terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang.

Dari isi Pasal 1400 KUHPerdata tersebut dapat diambil suatu gambaran
mengenai subrogasi, dimana subrogasi dapat terjadi apabila pihak yang berpiutang
mendapat pembayaran dari pihak ketiga atas utang yang diberikan kepada pihak
yang berhutang. Dengan adanya pembayaran maka perikatan antara pihak yang
berpiutang dengan pihak yang berhutang menjadi hilang, perikatan tersebut
beralih antara pihak yang berhutang dengan pihak ketiga. Hal ini dapat terjadi
karena persetujuan maupun demi undang-undang,

Menurut pasal 1400 KUHPerdata subrogasi dapat terjadi karena dua hal
yaitu ;

I. subrogasi terjadi dengan persetujuan :

a. apabila siberpiutang dengan menerima pembayaran itu dari seorang
pihak ketiga menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-
haknya, gugatannya, hak-hak istimewanya dan hipotik-hipotik
yang dipunyainya terhadap siberutang;

b. apabila siberutang meminjam sejumlah uang untuk melunasi
utangnya dan menetapkan bahwa orang yang meminjam uang itu
akan menggantikan hak-hak siberpiutang, agar subrogasi ini sah
maka baik perjanjian pinjam uang maupun tanda pelunasan harus
dibuat dengan akta otentik, dan dalam surat perjanjian pinjam uang
harus ditegaskan bahwa uang itu dipinjam dengan melunasi utang

tersebut, selanjutnya surat tanda pelunasan harus menerangkan
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bahwa pembayaran dilakukan dengan uang yang dipinjamkan oleh
siberpiutang baru.

2. subrogasi terjadi demi undang-undang :

a. untuk seseorang, sedang ia sendiri orang yang berpiutang, melunasi
seorang  berpiutang lainnya,  yang  berdasarkan hak-hak
istimewanya atau hipotik mempunyai suatu hak yang lebih tinggi;

b. untuk seorang pembeli suatu benda tidak bergerak, yang telah
memakai uang harga benda tersebut untuk melunasi orang-orang
berpiutang, kepada siapa benda itu diperikatkan dalam hipotik;

C. untuk seorang yang bersama-sama dengan orang lain, atau untuk
orang lain, diwajibkan membayar suatu utang, berkepentingan
untuk melunasi utang jtu:

d. untuk seorang ahli warls, sedang ia menerima sesuaty warisan
dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan tentang
keadaan harta peninggalan, telah membayar utang warisan dengan
uangnya sendiri.

Yang dinamakan orang ketiga itu adalah orang yang menggantikan pihak
yang berpiutang dalam suaty persetujuan, dimana uang pelaksanaannya dibayar
oleh pihak ketiga. Dalam kaitannya dengan KUHPerdata serta hak-haknya yang
beralih terhadap orang lain, juga terdapat ketentuan dalam KUHPerdata dimana
asurador mengambil alih hak-hak dari pihak tertanggung, sehingga pihak asurador
benar-benar sebagai pihak ketiga dalam arti Pasal 1400 KUHPerdata. Sedangkan
Pasal 1402 Sub 2 memperlihatkan adanya kemungkinan seorang yang
menggantikan pihak yang berpiutang itu, bersama-sama dengan pihak yang
berhutang mempunyai tanggung jawab untuk melunasi hutang yang bersangkutan
( Joko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1991: 179 ),

b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Pasal 284 KUHD berbunyi, Seorang penanggung yang telah membayar
kerugian suatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan tertanggung dalam

segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan
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penerbitan kerugian tersebut, dan tertanggung adalah bertanggung jawab untuk
setiap perbuatan yang dapat merugikan penanggung terhadap orang-orang ketiga
itu.

Di dalam Pasal 284 KUHD merumuskan  penanggung yang telah
membayar ganti kerugian dari suatu barang yang dipertanggungkan mendapat
semua hak yang ada pada tertanggung terhadap pihak ketiga mengenai kerugian
itu. Pihak tertanggung menurut Pasal 1365 KUHPerdata mempunyai hak untuk
meminta ganti kerugian dari pihak ketiga yang terbukti melakukan perbuatan
melanggar hukum. Dalam hal ini pihak tertanggung mempunyai dua kemungkinan
untuk menuntut ganti kerugian yaitu:

1. ganti kerugian dari penanggung;

2. ganti kerugian dari pihak ketiga yang menimbulkan kerugian.

Pasal 284 KUHD merupakan pagar dari azas indemnitas yaitu azas
keseimbangan antara Jumlah ganti rug; yang harus dibayar oleh penanggung
kepada tertanggung dengan risiko yang diperalihkan. Azas ini membatasi agar
tertanggung tidak mengambil keuntungan yang tidak wajar dari asuransi. Manfaat
dari Pasal 284 KUHD bagi tertanggung adalah penanggung tidak bisa menolak
untuk membayar ganti kerugian pada tertanggung, setelah dilakukan pembayaran,
penanggung baru dapat mengambil alih hak tertanggung untuk menuntut ganti
kerugian pada pihak ketiga yang bersalah. Pembatasan subrogasi dalam Pasal 284
KUHD menyatakan bahwa yang diambil oleh penanggung hanya hal-hal dari
tertanggung terhadap orang ketiga yang ada hubungannya dengan kerugian yang
dijamin,

Dalam subrogasi ada hal yang dilarang untuk dilakukan oleh tertanggung
yaitu tertanggung memerdekakan orang ketiga dari tanggung jawabnya untuk
mengembalikan ganti kerugian terhadap tertanggung hingga lenyap karena
kadaluwarsa. Kalau larangan tersebut dilanggar maka pihak penanggung tidak
mendapat hak subrogasi, oleh karena ity pthak penanggung dapat menuntut ganti
kerugian kepada pihak tertanggung yang telah menyebabkan hilangnya hak
subrogasi penanggung ( Joko Prakoso dan [ Ketut Murtika, 1991: 184 ),
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2.3.4 Pengertian Klaim

Klaim adalah suatu tuntutan ganti kerugian yang diminta oleh tertanggung
kepada penanggung karena adanya suatuy kerugian yang menimpa tertanggung
sebagai akibat darj obyek yang dipertanggungkan mengalami kerusakan karena
peristiwa yang tidak pasti atau evenemen, mengenai kerugian ini telah
diperjanjikan sebelumnya dalam suaty perjanjian  asuransi ( Abdulkadir
Muhammad, 1994 - 125 ).

Dalam ketentuan polis asuransi, pihak yang mengajukan klaim haruslah
mempunyai kepentingan atas barang atau obyek yang diasuransikan dan harys

dibuktikan dengan bukti otentik.




3.1 Prinsip-Prinsip Dan Unsur Lembaga Subrogasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHD dirumuskan bahwa seorang
penanggung yang telah membayar ganti kerugian dari suatu barang yang
dipertanggungkan, menggantikan  tertanggung  dalam segala hak vyang
diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian
tersebut, dan tertanggung itu bertanggung Jawab untuk setiap perbuatan yang
dapat merugikan penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.

Untuk dapat mewujudkan atau melaksakan subrogasi harus memenubhi
beberapa prinsip-prinsip dan unsur yang terkandung didalamnya. Adapun prinsip-
prinsip yang harus dipenuhi dalam subrogasi menurut Guntoyo ( 1987 : 65-69 )
adalah :

I. pihak ketiga dengan disaksikan oleh pihak yang berwajib dinyatakan
benar, artinya bila terjadi suatu kecelakaan atau musibah yang
menimbulkan adalah pihak tertanggung sedangkan pihak ketiga dengan
disaksikan pihak yang berwajib dinyatakan benar:

2. apabila pihak yang dirugikan ( pihak ketiga ) kendaraannya ternyata
tidak diasuransikan kepada perusahaan asuransi lain, artinya apabila
terjadi suatu kecelakaan atau musibah yang menimbulkan adalah pihak
tertanggung  sedangkan pihak ketiga dinyatakan benar dan
kendaraannya ternyata tidak diasuransikan kepada perusahaan asuransi
lain. Akan tetapi timbul suatu permasalahan baru apabila kendaraan
pihak ketiga tersebut telah diasuransikan kepada perusahaan asuransi
lain, yaitu adanya persetujuan knock for knock suatu persetujuan antara
penanggung yang satu dengan penanggung yang lain dalam hal terjadi
tuntutan kerugian, para penanggung  sepakat untuk tidak saling
mengadakan tuntutan terhadap sesama penanggung. Jadi persetujuan
tersebut di luar pengetahuan tertanggung masing-masing, arti penting
diadakannya persetujuan knock Jor knock karena di dalam prakteknya

sering terjadi bahwa untuk melaksanakan hak subrogasi itu sering

19




20

membawa akibat perusahaan asuransi yang satu menggugat perusahaan
asuransi yang lain, demikian pula sebaliknya. Keadaan seperti ini oleh
para penanggung dipandang tidak efekt; f, efisien, merupakan pekerjaan
yang tidak produktif, membutuhkan waktuy yang lama, serta biaya yang
dikeluarkan juga bapnyak. Untuk itulah maka para penanggung tersebut
sering mengadakan persetujuan knock for knock sehingga dengan
tercapainya  persetujuan tersebut para penanggung akan saling
melepaskan hak subrogasinya terhadap pihak ketiga yang bersalah yang
merupakan pihak tertanggung dari penanggung yang lain, Sehingga
nanti kalau terjadi kerugian pihak tertanggung dan pihak ketiga yang
bersalah  akan  menerima penggantian  darj masing-masing
penanggungnya.

3. pihak tertanggung mengakui bahwa pihak ketiga yang ditabrak, artinya
pihak tertanggung yang menimbulkan kecelakaan atay musibah tersebut
mengakui bahwa dia yang menabrak pihak ketiga, sedangkan pihak
ketiga tidak bersalah.

Di samping adanya prinsip-prinsip dalam subrogasi, juga terkandung unsur
yang harus dipenuhi ‘dalam subrogasi. Unsur-unsur yang ada pada lembaga
subrogasi menurut Guntoyo ( 1987 : 69-70 ) adalah :

1. penanggung harus dapat membuktikan bahwa telah membayar ganti
kerugian  kepada tertanggung  atas dasar suatu perjanjian
pertanggungan. Bukti pembayaran merupakan bukti permulaan yang
harus ada, sebab Jika tidak ada maka subrogasi tidak ada atau tidak
berlaku. Bukti pembayaran itu perlu ditunjukkan kepada pihak ketiga
yang bersalah karena di dalam suatu perjanjian pertanggungan yang
terjadi  adalah hubungan hukum antara penanggung  dengan
tertanggung, dan hubungan hukum antara penanggung dengan pihak
ketiga yang bersalah baru timbul setelah adanya suatu peristiwa hukum
yang melibatkan tertanggung dengan pihak ketiga yang bersalah.
Setelah dilakukan pembayaran oleh penanggung kepada tertanggung
maka penanggung menggantikan kedudukan tertanggung dalam
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melaksanakan tuntutan ganti kerugian kepada pihak ketiga yang
bersalah. Oleh karena ity diperlukan adanya bukti terhadap pihak
ketiga yang bersalah bahwa pihak penanggung itu mempunyai
hubungan hukum karena pertanggungan dengan pihak tertanggung.
Dengan bukti pembayaran itu maka pihak ketiga yang bersalah akan
bisa mengetahui status sebenarnya dari penanggung;

2. penanggung Juga bisa menunjukkan kepada pthak ketiga bukti dari
pihak kepolisian atau dari putusan pengadilan yang menyatakan bahwa
pthak ketiga adalah pihak yang bersalah, sehingga oleh polisi atau
hakim pihak ketiga dinyatakan sebagai pihak yang wajib mengganti
kerugian kepada pihak yang dirugikan ( tertanggung ). Dengan adanya
bukti kedua ini penanggung yang telah menggantikan kedudukan
tertanggung berhak mengadakan tuntutan kepada pihak ketiga yang
bersalah  untuk membayar  ganti rugi  atas  kerugian yang
ditimbulkannya terhadap pihak tertanggung.  Sedangkan besarnya
tuntutan kerugian yang bisa dituntut oleh penanggung terhadap pihak
ketiga yang bersalah adalah sebesar jumlah kerugian yang telah

dibayarkan kepada tertanggung.

3.2 Kemungkinan Penyimpangan Yang Terjadi Dalam Pembayaran Klaim
Di dalam pertanggungan, apabila risiko yang dipertanggungkan itu benar-
benar terjadi dengan menimbulkan kerugian maka sudah semestinya penanggung
memberikan ganti kerugian kepada pihak tertanggung sebagai kontra prestasi
pihak tertanggung yang telah melaksanakan kewajibannya membayar premi. Akan
tetapi perlu diingat tidak segala bentuk kerugian yang terjadi mewajibkan
penanggung memberikan ganti rugi, semua kembalj pada ketentuan-ketentuan
yang telah diperjanjikan dan ketentuan dalam undang-undang semasa tidak
diperjanjikan. Walaupun ada pula kompromi yang dilakukan seperti ketentuan
waktu dalam polis, semua dalam prateknya bisa diadakan kompromi antara

penanggung dengan tertanggung dengan segala pertimbangannya.
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Penanggung harus menjelaskan risiko yang dijamin dan risiko yang tidak

dijamin dalam polis agar tertanggung dapat mengetahur mana risiko yang dijamin

dan tidak dijamin. Adapun risiko yang dijamin oleh penanggung ( PT. Asuransi

Jasa Indonesia ) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) PSKB] berupa

kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan yang

disebabkan oleh -

k.

3.

tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan termasuk juga akibat
dari kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau sebab-sebab
lainnya dari kendaraan bermotor yang bersangkutan :

perbuatan jahat orang lain :

pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atay diikuti
dengan kekerasan ataupun ancaman dengan kekerasan kepada orang
dan atau kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dengan tujuan
mempermudah pencurian kendaraan bermotor atau alat perlengkapan
kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dalam polis ;

kebakaran, termasuk kebakaran benda atay kendaraan bermotor lain
yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang
dipertanggungkan, atau karena air dan atau alat-alat lain yang
dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran, demikian
Jjuga karena dimusnahkannya seluruh atay sebagian kendaraan
bermotor yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam
upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu -

sambaran petir.

Sedangkan risiko yang tidak dijamin oleh penanggung ( PT. Asuransi Jasa

Indonesia ) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat ( 5 ) PSKBI berupa kerugian

atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan yang disebabkan

oleh:

kendaraan bermotor tersebut dipergunakan untuk menarik atau
mendorong kendaraan lain, untuk turut serta dalam perlombaan
kecakapan atau perlombaan kecepatan, untuk memberi pelajaran

mengemudi, menarik suatu trailer, untuk karnaval atau pawai atau
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untuk melakukan tindak kejahatan atau untuk suaty maksud lain dari
yang ditetapkan dalam polis;

2. kelebihan muatan atay dijalankan secara paksa ;

3. kendaraan bermotor tersebut dengan sepengetahuan tertanggung,
dijalankan dalam keadaan rusak, dalam keadaan tidak dapat
dipertanggungjawabkan secara teknis atau dalam perbaikan ;

4. kendaraan bermotor tersebut dikemudikan oleh seseorang yang pada
saat terjadinya kecelakaan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)
yang sah atau yang oleh seseorang yang berada di bawah pengaruh
minuman keras atau sesuatu bahan lain yang memabukkan :

5. memasuki atau melewati Jalan  tertutup, terlarang atau tidak
diperuntukkan untuk kendaraan bermotor ;

6. barang-bar;mg yang sedang dimuat, ditumpuk, dibongkar, atau
diangkut dengan kendaraan bermotor tersebut :

7. reaksi atau radiasi nuklir, pencemaran radio aktif, reaksi inti atom
bagaimana terjadinya, apakah terjadi di dalam atau di Juar kendaraan
bermotor yang dipertanggungkan.

Sebelumnya, penulis akan memberikan sedikit gambaran mengenai proses
atau prosedur pengajuan klaim karena dari proses atau prosedur pengajuan klaim
tersebut nanti dapat ditemukan beberapa kemungkinan penyimpangan yang terjadi
dalam pembayaran klaim.

Proses atau prosedur klaim sebenarnya telah dimulai sejak terjadinya
peristiwa tidak tentu atau evenemen yaitu tertanggung sesudah mengetahui atau
pada waktu ia dianggap sebenarnya telah mengetahui adanya kerugian atau
kerusakan atas benda yang dipertanggungkan, maka ia harus segera
memberitahukan hal itu kepda penanggung selambat-lambatnya 3 ( tiga ) hari
sejak terjadinya kecelakaan atau pencurian kendaraan tersebut ( Pasal 6 ayat (1)
PSKBI ), dan pemberitahuan tersebut dilakukan secara tertulis atau secara lisan

yang diikuti dengan laporan tertulis kepada penanggung (Pasal 6 ayat (2) PSKBI).
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Setelah membuat laporan tertulis kepada penanggung, maka tertanggung
kemudian membuat laporan kecelakaan atau pencurian atas kendaraan bermotor
yang dipertanggungkan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dapat dijadikan
dasar untuk penuntutan penggantian dari kerugian yang harus dipikul oleh
penanggung.  Tertanggung wajib melaporkannya kepada dan mendapat  surat
keterangan serendah-rendahnya dari pos polisi setempat (Pasal 6 ayat (3) PSKBI).
Khusus untuk kerugian total ( total loss J akibat pencurian tertanggung diwajibkan
melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari polisi daerah setempat
(Pasal 6 ayat (4) PSKBI).

Selanjutnya tertanggung harus mempertegas pemberitahuannya tersebut
dalam formulir laporan kerugian yang telah disediakan oleh pihak penanggung
(PT. Asuransi Jasa [ndonesia), berisi keterangan mengenai nomor polis, identitas
dan alamat tertanggung, obyek yang dipertanggungkan, sebab-sebab terjadinya
kejadian atas obyek yang dipertanggungkan.

Setelah tertanggung memberi laporan dan membantu surveyor dalam
tugasnya, maka pihak penanggung meminta tertanggung untuk menyampaikan
Syarat-syarat atau dokumen pendukung klaim yang berupa :

a. surat tuntutan klaim;

b. ciri-ciri obyek yang dipertanggungkan (merk kendaraan bermotor,

nomor rangka, nomor mesin, tahun pembuatan dan nomor polisi );

¢. waktu kejadiannya masuk dalam masa pertanggungan;
d. penyebab kejadiannya;

€. premi asuransi lunas;

. polis asuransi asli:

g. BPKB asli;

h. STNK asli;

foto copy SIM, KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku:

J.  surat keterangan dari kepolisian ( Polres dan Polda );

k. mengisi formulir laporan kerugian.




Menanggapi laporan pertama kali tertanggung maka pihak penanggung
(PT. Asuransi Jasa Indonesia) segera melakukan survey awal klaim untuk
memastikan kebenaran laporan, memastikan tertanggung benar mempunyai
kepentingan atas benda pertanggungan, memastikan kecelakaan atau pencurian
tidak atau bukan karena kesalahan tertangung, memastikan kecelakaan atau
pencurian tersebut benar-benar dijamin polis serta memperkirakan kerugian
(sementara) yang diderita tertanggung.

Setelah survey dilakukan dan semua data dokumen pendukung klaim
lengkap maka peénanggung akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas
kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor  yang dipertanggungkan
berdasarkan harga sebenamya sesaat sebelum terjadinya kerusakan atau
kehilangan tersebut setingi-tingginya sebesar Jumlah, setelah dikurangi risiko
sendiri atau retensi sendiri.

Terkait dengan fakta dalam skripsi ini yaitu laporan klaim dari tertanggung
M. Herman Biantoro pemilik sepeda motor Garuda Fortune kepada penanggung
(PT. Asuransi Jasa Indonesia) tanggal 20 November 2001 mengenai telah _
hilangnya kendaraan bermotor yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh
pihak ketiga ( M. Sutarman ) mengakibatkan kerugian pada tertanggung yang
beralamat di jalan Letjen. Suprapto X1V Perum Demang Mulia Blok K-4 Jember.

PT. Asuransi Jasa Indonesia merupakan penanggung atas dasar
pembayaran premi terhadap kerugian yang diderita tertanggung yaitu pemegang
polis nomor 503.601.200.01.0131. pertanggungan diadakan dengan kondisi polis
yaitu Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia ( PSKBI ), dengan Jjangka
waktu pertanggungan 12 ( dua belas ) bulan mulai 01 Maret 2001 sampai 01
Maret 2002, tanggal kejadiannya 19 November 2001. Pada saat terjadinya
peristiwa tersebut (pencurian) tertanggung sudah melakukan tindakan yang
menjadi kewajibannya yaitu:

. melapor kepada pthak Kepolisian sesuai dengan Surat Keterangan

yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Jember dan Kepolisian

Daerah Jawa Timur :
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2. telah berusaha melakukan tindakan pencegahan berupa memarkir

kendaraannya ditempat parkir dan menguncinya ;

3. laporan klaim yang segera dilakukan sehari setelah kejadian pada PT.

Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember tanggal 20 November 2001 :

4. memberikan persyaratan yang diminta berupa data dan dokumen

pendukung klaim:.

Tuntutan dari tertanggung adalah ganti kerugian terhadap hilangnya obyek
yang dipertanggungkan. Dalam laporan kerugiannya M. Herman Biantoro
menaksir jumlah kerugian yang dideritanya sebesar Rp. 9.500.000,00 ( sembilan
Juta lima ratus ribu rupiah ), dari hasil survey dan data atau dokumen pendukung
klaim maka dilakukan analisa yang lengkap terhadap kerugian yang terjadi
sehingga bisa ditetapkan berapa besarnya risiko yang dijamin dan ganti rugi yang
harus diberikan. Namun ternyata tidak ditemukan adanya pemalsuan atau
manipulasi data, surat, atau alat bukti yang dapat menggugurkan hak tertanggung
untuk memperoleh uang ganti rugi dari penanggung, Akhirnya PT. Asuransi Jasa
Indonesia menetapkan menyetujui klaim yang diajukan tertanggung M. Herman
Biantoro dan setelah dikurangi dengan risiko sendiri atau retensi sendiri maka
besarnya ganti kerugian yang dapat diberikan sebesar Rp. 8.550.000,00 ( delapan
Jjuta lima ratus lima puluh ribu rupiah ), Keputusan tersebut disampaikan kepada
tertanggung, karena tertanggung tidak keberatan maka ganti kerugian tersebut
diberikan.

Setelah  dilakukan pembayaran penuh penanggung menggantikan
kedudukan tertanggung untuk melakukan penuntutan ganti rugi kepada pihak
ketiga ( M. Sutarman ) sesuai dengan laporan dari tertanggung bahwa M.
Sutarman yang mengakibatkan hilangnya kendaraan tertanggung. Begitu tahu
bahwa dirinya dituduh sebagai penyebab atas hilangnya kendaraan tertanggung
maka pihak ketiga serta merta menolak tuntutan ganti rugi dari penanggung,
bahkan pihak ketiga kemudian melayangkan tuntutan balik kepada tertanggung

karena telah mencemarkan nama baiknya.
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Tindakan tertanggung yang telah memberikan laporan atau keterangan
palsu dengan memanipulasi data, surat atay alat bukti yang ada kepada
penanggung telah menyababkan terjadinya penyimpangan dalam pembayaran
klaim, yaitu tertanggung mengatakan bahwa hilangnya kendaraan bermotor yang
dipertanggungkan tersebut disebabkan oleh perbuatan pihak ketiga (M. Sutarman)
dengan diperkuat adanya kartu nama pihak ketiga tersebut. Hal itu tenty saja
membuat penanggung ( PT. Asuransi Jasa [ndonesia ) percaya dan membayar
klaim  kendaraan bermotor yang diajukan tertanggung, tetapi pada saat
penanggung akan melaksanakan hak subrogasinya terhadap pihak ketiga ternyata
mengalami kegagalan yaity pihak ketiga menolak untuk membayar uang ganti
rugi yang diminta oleh penanggung karena pihak ketiga hanya merusak kendaraar;
tertanggung bukan menghilangkannya.

Penanggung ( PT. Asuransi Jasa Indonesia ) begitu tahu bahwa mereka
telah ditipu oleh tertanggung segera meminta tertanggung mengembalikan uang
ganti rugi yang telah diterimanya. Sebagai konsekuensi atas pemberian laporan
atau keterangan palsu yang diberikan tertanggung kepada penanggung, maka
tertanggung selain menghadapi tuntutan dari penanggung juga harus menghadapi
tuntutan dari pihak ketiga yaitu pencemaran nama baiknya. Pihak ketiga menuntut
pengembalian nama baiknya yang telah dirusak oleh tertanggung dengan cara
meminta maaf secara terbuka dan segera mengklarifikasi berita-berita di media
cetak dengan menyatakan bahwa hilangnya kendaraan tertanggung karena dicuri
oleh orang tidak dikenal bukan oleh pihak ketiga ( M. Sutarman &

Dari uraian di atas, maka beberapa kemungkinan penyimpangan yang
terjadi dalam pembayaran klaim sesuaj ketentuan Pasal 15 PSKBI yaitu

I. tertanggung mempergunakan surat, data atau alat bukti palsu, artinya
tertanggung memanipulasi data, surat atay alat bukti yang ada
sehingga diharapkan nantinya penanggung percaya dan membayar
ganti kerugian sesuai dengan data, surat atau alat bukt; palsu tersebut ;

2. tertanggung memperbesar jumlah kerugian yang diderita, artinya

tertanggung memberikan angka kerugian di atas angka kerugian




28

sebenarnya yang diderita dengan pengharapan nantinya memperoleh

ganti kerugian yang lebih besar dari penanggungnya ;

o

tertanggung melakukan atay menyuruh melakukan tindakan-tindakan
yang menimbulkan kerusakan atay kerugian yang dijamin dalam polis,
artinya tertanggung atau orang lain yang ditunjuk oleh tertanggung
melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yan mengakibatkan
rusaknya atau bahkan hilangnya obyek yang dipertanggungkan
sehingga nantinya tertanggung mengajukan klaim kendaraan bermotor
kepada penanggungnya dengan dalih bahwa kerusakan atau kerugian

tersebut bukan kesalahan tertanggung.

3.3 Akibat Hukum Dan Cara Penyelesaiannya Apabila  Terjadi
Penyimpangan Dalam Pembayaran Klaim
A. Akibat Hukum
Pemberian keterangan yang tidak benar yang dilakukan oleh tertanggung
dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari Jaminan polis dan sengaja
menggunakan surat, data atau alat bukti palsu; memperbesar jumlah kerugian
yang diderita; serta melakukan atau menyuruh melakukan tindakan-tindakan yang
menimbulkan kerusakan atau kerugian yang dijamin dalam polis. Apabila
tindakan tertanggung tersebut nantinya diketahui oleh penanggung maka akan
membawa akibat hukum yaity :
1. tertanggung akan kehilangan hak untuk menuntut ganti rugi ( Pasal
251 KUHD, dan Pasal 15 PSKB] ), artinya tertanggung yang
memberikan keterangan atau laporan palsu atau tidak benar kepada
penanggung akan menanggung risiko kehilangan haknya untuk
menuntut atau memperoleh ganti rugi dari penanggung, dengan kata
lain tertanggung tidak berhak atas sejumlah ganti rugi dari penanggung
apabila tertanggung baik disengaja atau tidak disengaja telah
memberikan keterangan atau laporan palsu atau tidak benar;
2. tertanggung akan kehilangan hak untuk menuntut ganti rugi dengan

sendirinya apabila dalam waktu 6 ( enam ) bulan sejak penanggung
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memberitahukan secara tertulis bahwa tertanggung tidak berhak untuk
mendapatkan ganti rugi tidak mengajukan keberatan atay menempuh
penyelesaian lewat jalur hukum ( Pasal 16 ayat (1.3) PSKBI ):

3. penanggung yang telah membayar ganti rugi kepada tertanggung dapat
mengajukan tuntutan kepada tertanggung untuk mengembalikan uang

ganti rugi tersebut,

B. Cara Penyelesaiannya Apabila  Terjadi Penyimpangan Dalam
Pembayaran Klaim
Untuk  menghindari kemungkinamkemungkinan penyimpangan yang
terjadi dalam pembayaran klaim maka para pihak dalam hal ini penanggung dan
tertanggung perlu melakukan suatu tindakan atau upaya yaitu

I penanggung memberikan penjelasan secara rinci mengenai risiko yang
dijamin dan risiko yang tidak dijamin dalam polis, hak dan kewajiban
dari penanggung dan tertanggung sehingga apabila suatu saat nantj
peristiwa tak tentu atau evenemen tersebut terjadi maka tertanggung
dapat mengetahuinya dan mencegah terjadinya kesalahpahaman antara
penanggung dengan tertanggung;

2. tertanggung dilarang memerdekakan pihak ketiga dari tanggung
Jawabnya untuk mengembalikan ganti kerugian terhadap tertanggung
sehingga mengakibatkan hilangnya hak subrogasi penanggung;

3. penanggung melakukan survey yang benar-benar rinci dan mendalam
terhadap pribadi tertanggung, obyek yang dipertanggungkan, data-data
atau dokumen serta keterangan atau laporan tertanggung mengenai
telah terjadinya evenemen atau peristiwa tak tentu atas obyek yang
dipertanggungkan;

4. menjalin hubungan emosi yang baik ( saling percaya ) sehingga
memberikan perasaan yang nyaman baik bagi penanggung maupun

tertanggung;
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5. tertanggung harus mempunyai sikap atau itikad baik dan Jujur dengan
tidak memberikan keterangan atau laporan palsu atau tidak benar pada
Penanggung sebab selain harta milik tertanggung sebagai jaminan Juga

nama baik tertanggung sebagai taruhannya.
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IV. KESIMPULAN DAN-SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan sebelumnya maka penulis menarik

beberapa kesimpulan sebagai berikut :

I. subrogasi merupakan hak dari penanggung untuk menggantikan
kedudukan tertanggung di dalam penuntutan terhadap pihak ketiga.
Subrogasi tersebut merupakan salah satu azas dalam asuransi kerugian
yang mempunyai tujuan untuk menjamin terwujudnya  azas
keseimbangan atau principle of indemniteit dan azas larangan
memperkaya diri tanpa hak, azas yang selalu dipegang teguh di dalam
asuransi. Tetapi di dalam prakteknya subrogasi sulit untuk diterapkan
oleh penanggung karena identitas dan alamat pihak ketiga tidak jelas
atau tidak lengkap, atau pihak ketiga yang bersalah berasal dari
golongan ekonomi lemah sehingga sulit memenuhi kewajiban untuk
membayar ganti kerugian.

2. kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyimpangan  dalam
pembayaran klaim disebabkan oleh -

a. tertanggung menggunakan surat, data atau alat bukti palsu;

b. tertanggung memperbesar Jumlah kerugian yang diderita;

C. tertanggung melakukan atay menyuruh melakukan tindakan-
tindakan yang menimbulkan kerusakan atau kerugian yang
dijamin dalam polis,

Tetapi di dalam prakteknya tertanggung sulit untuk melakukan
tindakan-tindakan tersebut karena adanya pengawasan berkala dari
penanggung ( PT. Asuransi Jasa Indonesia ) terhadap tertanggung dan
obyek yang dipertanggungkan.

3. penyimpangan yang terjadi dalam pembayaran klaim disebabkan oleh
adanya niat atay keinginan dari tertanggung untuk memperoleh
keuntungan dengan memberikan keterangan atau laporan palsu kepada

penanggungnya, dengan risiko apabila keterangan atau laporan palsu
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tersebut terbongkar maka tertanggung akan kehilangan haknya untuk
menuntut ganti rugi kepada penanggung. Tetapi di dalam prakteknya
tidak pernah terjadi penyimpangan dalam pembayaran klaim karena
penanggung (PT. Asuransi Jasa Indonesia) terlebih dahuly telah
melakukan survey secara rinci dan mendalam terhadap pribadi
tertanggung, obyek yang dipertanggungkan, data-data, dokumen serta
adanya itikad baik dan Jujur dari tertanggung untuk tidak memberikan

keterangan atau laporan palsu atau tidak benar.

4.2 Saran

Dalam mengasuransikan kepentingannya sebaiknya tertanggung :

1. benar-benar melihat risiko-risiko apa saja yang kemungkinan bisa
mengancam  kepentingannya dan bisa memperjanjikan risiko-risiko
tersebut untuk dijamin dalam polis atau klausula pada polis, sehingga
apabila terjadi kerugian kemungkinan akan termasuk ke dalam salah
satu risiko yang dijamin:

2. memahami Syarat-syarat polis, apa yang menjadi hak dan
kewajibannya sehingga apabila terjadi evenemen kemungkinan untuk
kehilangan hak ganti rugi bisa dihindari:

3. tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang melawan ketentuan-
ketentuan dalam polis atau klausula pada polis karena apabila hal
tersebut tetap dilakukan maka tertanggung akan kehilangan haknya

menuntut ganti rugi kepada penanggungnya.
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LAPORAN KEMAJUAN

AR

Anpohst No. Pol. LPATS1XIR200 1 1serse, tangal 20-Nopember 2001

KARA

Inijadi lindak pidana pencurian sepeda molor merk Garuda warna Biry tahun 2000 No. Pol.
loha . LYEXCHLK8YT037288. Nosin  IP53FMH Y0215728. An M HERMAN BIANTORO. JI.
/a K - 4 Jember pada han Senin tanggal 19 Nopember 2001 sekira pukul 20.30 WIB. saat

“alimantan 69 Jember (Waritel ICON) bersama dengan STNK. alas kejadian korban menderita
i Rpo9.500.000 - (Sembilan Juta Lima Ratus Ribi Rupiah)

#“AH - LANGKAH YANG DIAMIBIL
Menenma Laporan
fAendatangi TKP. Dan maimbiiat Shet TKE
Memeriksa saksi-saksi,
elakukan penyelidikan giina upaya ungkap kasus 1ersebnt di atas

BULAN

titidesarkan helerangan saksi-sahst dy 1 KP menguatkan bahwa telah teradi tindak pidana
rencunan sepeda molor sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUH Pidana.

orhiubungan dengan adanya ketjadian tindak Fidana pend anen sepeda molor tersebut di
alas dengan No. Pol. P-456U-Lb dimana dalam hal in1 dan sampai saal i pelakuy maupun
Barang Bukti belum capat diketemukan (dalam lidik)

dengan ini Penyidik tidak keberatan bilamana saksi korban mengajukan permohonan untuk
"ansi kendaraan sepeda motor yahyg hilang dalam pencurian sepeda molor lersebut di atas

TUP

an Laporan Kemajuan ini dibuat dengan sebenarya dengan tujuan untuk memberikan
13 Pimpinan guna menentikan kebijsksanaan lebih lanjut :

Jember. 6 Desember 2001
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2. Kadit
3. KAPOL:
4. Sdr,

weAnA REPUBLIK INDOMESIA
-RAH JAWA TIMUR

FTORAT LALU LINTAS

Yani 116 Surabava BD231

B/ C6Y/1/2002/011 1antas
BILAS

Pemeclokiran STHr/BPrE
Nopol : P -4560-18,

SUranay

|
¥

Yih. S

A ey Y owm
; Vo &} EQ % ’

&, 4 Januari 2002

2Lada

LP0LRES JEMBER

Up. Kasdat Lantas.

; Rujukan surat KAPOLRES JEMBER No.Pol. :

LRPATI /XTI /K200 . tanggal  20-11-2001
tentang pencurian/ perampasan/ periggelapan/ penipuan
kKendaraan bermotor dengan darta sebacai beriykut

a. Nopol/No.BPKB: P -4560-LE / 0094862J

b Merk/Jenis : GARUDA FORTUNLE G110 SP.MOTOR
G, Tahun/Warna 2000 / BIRU

b Nomor Rangra LYEXCHLA8YT I

2, Nomor tesin ; I PEBFEH - -

i Kenaaraan a.n: 4 MERMA: f

g Alamar P,DEMANG & JEK SER

n. Nama Fz2lapo: L AERIAAN 5

T Alamar 2 DEME e ER

2. Beraasarkan ru;ukan Iersebyrs = 1831 _af-
tas melakukan tingakan Lernaaas  -vrtaraar dimaksud
berupa penangkapan apabila ui e, tilag ingan dan
pengurusan dauplikart, pengesanan, perpanjangan STNK i
BPKB atau pengalihan kepemilikan (balirk nama) di KB,
Samsar.,

3, Sedangkan pagi pelapor surat ini teDagal buxti banwa
kKendaraan tersebut “ggoaﬁmzsaa;ogzﬁ" di Kantor
Bersama Samsat Jajaran Polda Jatin.

4., Demikian untuk menjadikan maklum.

A.N.KEPALA DIREKTORAT LALU LINTAS

Soiga Jatim.
grse Polidga Jatrim.
S JEMBER,

KABAG IMIN REG IDENT
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flenegackan Laporan lami Per telpon/lisan pudn tangpa) LG Wofeh RBeR - dengan ini
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No. DPolisi s Pysbo-c e
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Jangka walctu PCLMARET Q601 /Dt A ReT 9ce
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( V) Foto Copy 31IH Pengemudi

( L) Sorat keterangan Kepolisian ( 3L Rz S + pot D4) -
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Kantor Pusat
PT Asurunsi Jasa Indonesia (Perscro)

JI Let. Jund. MT Haryono Kav. 61, PO. Bow 4127 Kby - Jakarta 12041
Telp. (021) 7994508, 7987908, Fux. (G2-021) 7905364, 7971015

Lebih Baik

B ER No. Reg. : pskBl 00007675

POLIS STANDAR KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA

IKHTISAR PERTANGGUNGAN

. Polis + 503.601.200.01.0131 (BanyemeRHgan) )
ima Tertanggung - M. HERMAN BIANTOQRO

amat Tertanggung - JL. LETJEN SUPRAPTO ZIV PERUM DEMANG MULYA BLOK K-4

JEIJ 1‘/‘4 R

irga Pertanggungan :

a. Kendaraan Bermotor : RP 9.500,00¢ .00

b. TJH Pihak Ketiga (.00

siko Sendirilaetensi Sendin

tiap peristiwa RP 950, GO 99
3ka waktu Pertanggungan ( DUA BT LAS ) bulan,

boaan é R E ‘' 20¢ Co1 :.j A WL BT 002
cdua hari tersc. ut pukul 12.00 tengah hari) waklu dimany chyes pertanggungan berada.

sterangan Tehnis Kendaraan Berm =

yang dipertanggungkan

Nomor Rangka

LYEXCHLK8YT037288

l Merek / Type
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GARUDA / FURTUNE 2000 P 4560 LB
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Bermotor
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umiah Tenipat Due dan Harga Pertanggungar
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Gmmfldaﬁ //I'Ab{ Pihd HI/Semata / Kerugian Total Semata °)
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____________________ “\\
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PT. ASURANSI uASA INDONESIA

Kantor Pusat : JI. Let, Jon. Haryono M.T, Kav, 61
Telpon : 794508 (5 Saluran)
Alrmat llawat : lanesiu, Jakar.a. Ilo‘ak Pos : 320 Kby
Telex : 44119 — 46663, Janesia IA
JAKARTA SELATAN

H">

I Kantor2 Cabang ': Jakarta Utara — Jakarta Tongah — Jakarta Selntan — Bandung — Cirebon — Sukebumi — Bogor — Semarang — Togsl —
it = ) Jogyakarta — Surakarto — Cllacap — Surabaya — Jomber — Denpaser — Banjarmasin — Samarinda — Malang —
Ujung Pandang — Manado — Jayapura — Palu — Ambon — Pontiansk — Singkawang — Medan — Padang —

‘Pakanbaru — Pematang Siantar — Banda Aceh — Palembang — Teluk Betung — Jambi.

LAPORAN KERUGIAN
(Untuk Kendaraan Bermotor)

-~
- I T e,
—_—

£ ONTTH B
 PENTING

——

Dalam hal terjadinya kerugiun :
1.  Pormulir Laporan Kerugian ini hendaklah  diisi sclengkap-lengkapnya dan  setelah ditandatangani
segera dikirimkan kepada penanggung atau Cabangnya terdekat.

2. Tertanggung diwajibkan mengambil segala langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindarkan
kerugian lebih lanjut.

3. lertanggung tidak diperkenankan untuk mengakul tanggung jawabnya terhadap pihak lain sebelum
- mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Penanggung.

T?4T"”"Réf5&fagi (perbaikan) dari Kendaraan belum holeh dimulai sebelum mendapat izin/persetujuan dari
b Penangung. A

i iensytan Whip p g TANYAAN % i AL

vy tegnt waer

~ 1. Nomor polis pertanggungan/Harga Pertang- 503 .60 200, ¢ 3(5!‘/@5 3600 o —
: -5\{nﬂrr-gdﬁ§;ﬁ:f; it ‘ ’,

ETNNE A |

2 Nama dan alamat Tertanggung FCHERMA N Bin sy

AL BT e SUPRA T K1y - DEeum (DB M Al
_ - - PO Bylide defog Nt aiCa 125127
a). Merek kendaraan bermotor a). GARGLDA
~b). " Nomor rangka b). L.Yexc‘/;};;.;‘@ YTO2%22.a4
. ¢). ‘Nomor mesin )L P53 F riiTne e ®.a.
ol d). . Tahun pembuatan d). 2000 P e *ﬁ’ 4?'»&&'%':
.. €).. . Huruf-huruf dan nomor polisi e). P45 (0 Lp &7 "."""

“Untuk keperluan apakah kendaraan terse- » ' LA
- but dipergunakan pada waktu kecelakaan e '
> terjadi ?

5. . a).. Tanggal, jam dan tempat terjadinya 1S MU 20(0] - AHTPRA v 1945 s/a:ir_): 20 —

.., kerugian, X KlUMMIAIDAN G0 (DEDR N Wit rieT 1€OH )
.b).. Kecepatan pada waktu tersebut. FOACH A L€/ DAM DY Prr v, . - ' ,
~.¢),” Nama dan alamat yang mengemudikan MR PaAiTe po - DU e £t 1aues A Blok lefyy |
' kendaraan itu,
N 'cljf;*-"';_Huruf, nomor, tempat dan tanggal SIM e e BN D L 0502 105, 017 7, . im0 87
“+i+:+ Pengem udi.. SHEE

":.'e);.;,- Aparah si-Pengemud. bLekerje pada
. =% Tertanggung ? :

f). Apakah si-Pengemudi menjalankan
. kendaraan atas . perintah dari atau . ~
-+ dengan setahu Tertanggung ?

~ e T GG MENGUNMAL i SENGIR,

"'-16:}ﬂ9h);‘tl;lNama dan alamat penumpang-penum- ) A

pang pada waktu kerugian itu terjadi.
‘ b). Nama dan alamat dari mereka yang b).
I menyaksikan kerugian itu.
il ¥ Apakah Polisi membuat berita acara ? ) YHLEMRMT TPWiGA L s
~ d).. Jika demikian, pada resort Polisi ma- d). pres Yemisn TRl i)

* nakah ?
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SURAT PENY ERAHAN HAK

Yang bertandatangan di bawah inj :
Nama : M. Herman Biantoro

Alamat JL Letjen Suprapto X1V
Perum. Demang Mulia Blok K-4 Jember

Pemegang polis :503.601.200.01.0131

Menyerahkan hak sepenuhnya atas kepemilikan kendaraan berikut bukti-bukti berupa :
BPKDB asli, polis asli, STNIK asli,dan kunci sepeda motor, kepada :

Nama s PL. Asuransi Jasa Indonesia
Kantor Cabang Jember
Alamat L Kartini No. 32 Jember

Schubungan dengan telah diterimanya pembavaran ganti ragi scbesar 1. 8,550,000
(Delapan Juta Lima Ratus Lima Pulul; Ribu Rupiah) apabila dikemudian har kendaraan
bermotor sesuai data-data tersebut dibawah  diketemukan, mala Lep by un - terscbut
menjuc milik Asuran.i Jasindo.

Data-data kendaraan bermotor (sepeda motor) sebagai berikut

Merk/ Jenis Kendaraan s Garuda Fortune GAL 110
No. Polisi P46 I

No. Rangka ST YEXCHILKSY T037288
Mo. Mesin © 1 P33EFNI # Y0215728

Demikian surat penyerahan halk ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dan
pihak manapun.

Jember, 26 Februan 2002
_— Yang Menyerahkan Hak

{AETERAI TEMPEL t
L LR 3
_\_\_' £ B¢ ’*,’

. Herman Biantoro
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SURAT PERNYATAAN / ESCAPE CLAUSE

Yang bertandatangan dibawal) inj -

Nama
Alamat

Denga

o

: M. Herman Biantoro
L Letjen Suprapto N1V
Perum. Demang Mulia Blok. -4 Jember

Lini menyatakan hal-hal scbagai berilut -

Bahwa  dengan diterimanya uang ganti rugi  pembayaran  Klaim Asuransi
Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 8.550.000,00 pada tanggal 26 I'cbruari 2002

dari PT. ASURANSI JASA INDONESIA KANTOR CABANG JEMBLER, sesuai
hasil kescpakatan secara Full & Final Settlement atas Polis Asuransi Kendaraan
Bermotor, Nomor Polis - 503.601.200.01.013] Jangka waktu pertanggungan (1
Maret 2001 sampai dengan 01 Maret 2002 tanggal kejadian 19 November 2001,
maka kami telah setuju menerima sejumlah pembayaran klaim dimaksud.

Bahwa dengan diterimanya pembayaran Klaim dimaksud sesuai butir 1 diatas,
maka sebagai Konsckwensi hukum vang timbul, Saya, M. Herman Biantoro
dengan ini menyetujui untuk menjamin I, ASU LANSI JASA INDONESIA
bebas dari scgala tuntutan yang timbul kemudian hari dalam bentuk apapun yang
berkaitan  dengan muasalah Klaim  tersebur,  dan permasalahan Kaim  1clah
dinyatakan selesai. Untuk i hal-hal yang timbul dikemudian han schubungan
dengan neinbayaran klaim bukan meajadi tngaung ‘awab PT. ASURANSI JASA
INDONESIA KANTOR CABANG JENBER.

Apaoua dikemudian hag teryata dGitcimukan bu.dti-bukg dokumen yan, dapat
membuktikan bahwa Klaim tidak teriamin kondisi polis, muaka Sava, M. Herman
Biantoro bersedia, berjangi dan sehalipus tenkat untul mengembalihan sejumlah
Klaim vang telah dibayarkan P1. ASURANSI JASA INDONESIA KANTOR
CABANG JENIBER Kepada Saya schagaimana dimaksud pada butir 1 pernyataan
ini.

Bahwa untuk pemenuhan kewajiban butir 3 diatas Saya, M. Herman Biantoro
menyetujui, bahwa semua harta milik Sava M. Herman Biantoro, baik benda
bergerak maupun tidak bergerak vang sudah ada maupun yang akan ada dijual
dengan harga yang ditentukan olch pihak P, ASURANSI JASA INDONESIA
untuk pembayaran hutang/kewajiban Saya, M. Herman Biantoro kepada PT.
ASURANSI JASA INDONESIA.

Bahwa apabila Saya, M. Herman Biantoro olch sebab apapun tidak dapat
mengembalikan uang pembayaray klaim dimaksud e: uai pernyat an Giatas, maka
Saya bersedia dituntut dj Pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.




Demikian pernyataan ini dibuat deng
paksaan dari pihak manapun, denga
konsekwensi hukun.

an- sebenar-benamya, tanpa ada wekanan atau
nopenuh tangeune jawab serta mengandung

Jember, 26 Februar 2002
Yang menyatakan,

M. Herman Biantoro
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POLIS STANDAR KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA ‘)

Penanggung yang bertanda tangan pada Polis ini, berdasarkan permintaan pertanggungan secara tertulis dan Tertanggung melalui
Surat Permoheonan Pertanggungan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan/atau dokumen lain, yang merupakan bagian yang tidak
lerpisahkan dari Polis ini dan atas dasar pembayaran premi dari Tertanggung, menyetujui untuk memberikan ganti rugi kepada
Tertanggung berdasarkan ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan, pengecualian-pengecualian yang tertera dalam dan/alau

diletakkan dan/atau dilampirkan padn Polis ini.

BAB |
RISIKO YANG DIJAMIN

PASAL 1
Kerugian atau kerusakan Kendaraan Bermotor

Penanggung memberikan ganti rugi kepada Tertanggung
terhadap :

(1) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermolor yang

dipertanggungkan yang dischabikan oloh -

(1.1) tabrakan, benturan, toibalik, fergehme don jaban
termasuk juga akibal dari kesalahan material.
ke struksi, cacal sendiri atau sebab-sabab lainnya

(1) Tanggung gugat

Tertanggung terhadap suatu
Keruglan yang diderita oleh pihak ketiga yang secara
langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermolor yang
tipertanggunagkan, baik yang diselesaikan melalui
LUE awarah noanpur neblur pene adilan, kedua-duanya
narus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari
Penanggung setinggi-lingginya se;umlah y- ng tercantum
dalam ikhusar pertanggungan yang meliputi

(1.1} korusiasan atas harta Geng.g

11°2) cedera badan atau mematian

1 nayse perkitta i B Fo Buan poara ahli yan, burkaitan

SRNGAN LANG jung-guagat fettangy .ng yang telen lorlebih
¢ahulu disetujur olen Fenanggung secarta tertulis.

da.i kendaraan bermolor bersangkutan,
(1.2) perbuatan jahal orang lam, BAB 1l
(1.3) pencurian, termasuk pencunan yang didahului atau

disertai atlau diikuti dengan kekerasan ataupun RISIKO YANG TIDAK DIJAMIN

ancaman dengan kekerasan kepada orang dan/atiu

kendaraan bormotor yang dipertanggungkan PASAL 3

dengan tujuan mempermudah pencuriin Penanggung tidak memberikan

kendaraan bermotor afau alat parfenghapan ganti rugi terhadap ;@

kendaraan vermotor yang dipertanggungkan dalam

palis ini; (1] Rehilangan keuntungan, kehuangan upah, bernurangnya

nilai atau kerugian keuangan lainnya yang dideri a

(1.4) kebakaran, lermasuk kebakaran benda atau : 4 2 18 Yang ;

kendaraan bermolor lain yang berdekatan atau
tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang
dipertanggungkan, atau karena air dan/atau alat-
alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau

Tertanggung sebagai akibat lidak dapat dipergunakannya
kendaraan bermotor yang dipertanggungkan tersebut
karena sualu kecelakaan atau sebab lain.

it (2) Kerusakan atau kehilangan peralatan tambahan yang
;nemac!a;:kin keb“l“a':"it d""“g'a’_‘ IUEa :arena lidak disebutkan dalam iahlisar Polis ini sebagai akibat
imusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan suatu kecelakaan atau sebab lain.
barmotor yarg dipertanggungkan atas perintah
yang berwenang dalam upaya pencegahan (3) Kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang
menjalarnya kebakaran itu. dipertanggungkan baik sebagian maupun seluruhnya
(1.5) sambaran petir. sebagai akibal penggelapan.
(2) Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa () goru?aan atau ke'usakén k:numaa: berm_olhor yang
ang disebut dalam Ba' I, Pasal 1, ayat (1) bulir (1.1) [perlanggungkan sebagai akibat perbuatan jahat yang
L 2), (1.3). (1,4) dan (1 "_) phom s‘abab-scbab i m-1 a‘ dilakukan oleh Tertanggung. suami ata: isteri atay anak
s iie o AR ar el 1amn Y Tertans Jung. orang yang disuruh Tertanggung, orang yang
selama penyeberangan dengan feri atau alat =
penyeberangan resmi lain yang berada di bawah be.k.e”" pada Tertanggung, orang yang sepengelahuan atau
pengawcsan NI :klorat Jenderal Perhubuncar Darat seizin Tertanggung/orang yang bewerja pada Tenanggung atau
= ' ) - 4 orang y g tingga’ by rmam: Teran,qung,
(3) Kerusakan roda bila kerusakan tersebut mengakibatkan (5) Kerugian atau kerusaran kendaraan jermotor yang
p!uI: :arusla:an kendaraan bermotor itu yang disebabkan dipertanggungkan disebabran karena :
oleh kecelakaan.
: (5.1) Kenuaraan bermotor tersebut dipergunakan
(4) Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung untuk menarix atuu mendorong kendaraan lain,

untuk penjagaan atau pengangkutan ke bengkel atau
tempat lain guna menghindari atau mengurangi kerugian
atau kerusakan yang dijamin dalam polis,setinggi-
tingginya sebesar setengah persen (0,5%) dari jumlah
perlanggungan, tanpa diperhitungkan dengan risiko
sendiri.

untuk turut serta galam perlombaan kecakapan
dlau perlombaan kecepatan, untuk memberi
pelajaran mengemudi, menarik suatu trarler, untuk
karnaval atau pav.ai, atau untuk melakukan tindak
kejahatan atau untuk sesualu maksud lan dari yang
ditetapkan di dalam polis ini.

(5.2) Kelebihan muatan atau dyalankan secara paksa,
PASAL 2

Tanggung Gugat (5.3) Kendaraan bermotor tersebul dengan
(Tanggung Jawab Hukum Tertanggung) sepengetahuan Tertanggung, dyalansan dalam
terhadap Pihak Ketiga) n@adaan rusak. dalam seadaan hicak dapat
dipertanggung;asabxan secara tekms alau dalam

Penanggung memberikan penggantian kepada perbaikan
Tertanggung atas: (5.4) Kendaraan bermotor tersebul dikemudikan oleh

*) Dewan Asuransi Indonasia (12.9 67}

SESCorang yang pada saal terjadinya kecelakaan




POLIS STANDAR KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA

tidak memiliki surat izin moengemudi (SIM) yang
sah atau yang oleh secrang yang berada di bawah
pengaruh minuman keras atau sesuaty bahan lain
yang memabukkan,

(5.5) Memasuki atau melewali jalan tertutup, terlarang
atau tidak diperuntukkan untuk kendaraan bermotor
yang dipertanggungkan dengan Polis ini.

(5.6) Barang-barang yang sedang dimuat, ditumpuk,
dibongkar atau diangkut dengan kendaraan
bermotor tersebut.

(5.7) Heaksi atau ragiasi nuklir, pencemaran rrdio akii’
reaksi inti atom bagaimana terjadinya, apakah
terjadi di dalam maupun di luar kendaraan
bermoto- yang dipertanggungkan,

(6

—

Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang
dipertanggungkan baik langsung  maupun tidak
langsung disebabkan oleh

(6.1) Gompa bumi, letusan gunung barapi, angin
topan, badai, banjir, genangan air atay gojala
geologi atau meteorologl lainnya.

(6.2) Perang, Penyerbuan, aksi musuh asing,
Paermusuhan atau kegiatan yang menyerupai
Suasana perang (baik dengan pernyataan perang
maupun tidak), perang Saudara, pemberontakan,
pergolakan sipil (huru-hara) yang dianggap
merupakan bagian atau menjurus pada
pemberontakan umum, pemberontakan militer,
pengacauan, terorisme: penggunaan kekerasan,
revolusi, penggunaan kekuatan militer atay
pengambilalihan kekuasaan atau perbuatan
seseorang yang bertindak atas nama atau
sehubungan dengan suatu organisasi dengan
kegiatan-kegiatan yang bertujuan menggulingkan
dengan kekerasan pemerintah yang sah de jure
alau de facto.

(6.3) Kerusuhan, Pemogokan atay gangguan
ketertiban umum lain dan semacamnya.

(7

—

Kehilangan atay kerusakan di bagian atau material
kendaraan bermotor yang dipertanggungkan karena aus,
sifat kekurangan sendiri pada bagian itu atau pada
mesinnya disebabkan oleh salah mempere Inakannya.

(8) Kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang secara
langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kendaraan
bermotor yang dipertanggungkan berupa :

(8.1) kerusakan harta benda milik a au dalam
pPengawasan Terlanggung. diangkut, dimual atau
dibongkar dari kendaraan bermotor yang
dipertanggungkan.

(8.2) kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan-
bangunan yang terdapat di bawah, dij alas, alau
disamping jalan sebagai akibat dari getaran, berat
kendaraan bermotor, atau muatannya.

(9

—

Cedera badan/kematian yang secara langsung atau tidak

langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang

dipertanggungkan terhadap :

(9.1) Penumpang di dalam kendaraan bermotor yang
dipertanggungkan:

(9.2) Tertanggung, suami atau isteri dan anak
Tertanggung bila Tertanggung adalah
perorangan;

(9.3) pemegang saham atay pengurus bila Tertanggung
merupakan C.V, (commanditaire vennootschap)
atau Fa. (firma);

(9.4) pengurus bila Tertanggung adalah badan hukum

ASURANSI JASINDO
DU.222A

berbentuk porsercan lerbatas, yayasan atau
usaha bersama dan bentuk lainnya;

(9.5) orung yang bekorja pada Tortanggung dongun
menerima imbalan jasa;

(9.6) orang yang tinggal bersama Tertanggung.

(9.7) hewan milik atau dalam pengawasan Tertanggung
diangkut, dimuat, dibongkar dari kendaraan
bermotor yang dipertanggungkan.

BAS Il
SYARAT-SYARAT POLIS

FASAL 4
Daer.n

Pertanggungan ini Sémata-mata berlaku di dalam wilayah
negara Republik Indonasia,

PASAL §
Pembayaran Premi

Kocuali diperjanpkan lain, maka uang preml harus dibayar
lunas terlebih dahuly.

Jika premi tidak dibayar dalam wakty 10 (sepuluh) hari kerja
terhitung mulai tanggal permulaan pertanggungan atau tanggal
perpanjangan pertanggungan, berlakunya pertanggungan ini
ditunda oleh Penanggung tanpa pemberitahuan terlebih dahuly
dan jika sewaktu-wakty lerjadi suaty ~erugian/kerusakan atas
Kendaraan Bermotor yang gipertanggungkan, Tertanggung
tidak berhak atas suaty penggantian kerugian. Penundaan
tarsebul akan berakhir 24 (dua puluh empat) |/am sesudah

menjadi batal cemi hunum apabila premi lidak dit-ayar setelah
lewat 90 (sembilan puiun) nar *aisnJder lerhitung mulal tanggal
mulai berlakunya Pertanggungan Atas pembatalan ini
Penanggung berhak atas Premi untuk jangka wakiy yang sudah
berjalan sebesar 20% (dua puluh persen) dari prem| setahun,

PASAL 6
Pemberitahuan Kecelakaan

(1) Tertanggung diwajibkan memberitahukan kece 'akaan
atau pencurian atas kendaraan bermoto. yang
dipertanggungkan kepada Penanggung selambat-
lambatnya 3 (tiga) harn kerja sejak terjadinya kecelakaan
alau pecurian tersebut.

(2

Pemberitahuan di maksud pada ayat (1) di atas dilakukan
secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan
laporan tertulis pada Penanggung.

(3

Dalam hal pencurian atau kerusakan kendaraan bermotor
yang dipertanggungkan yang dilakukan oleh pihak ketiga
yang dapal dijadikan dasar untuk penuntutan penggantian
dari kerugian atau adanya luntutan dari pihak ketiga yan(
harus dipikul oleh Penanggung. Tenanggung wajib
melaporkannya kepada dan mendapat surat kelerangan
serendah-rendahnya dari Pos Polisi (Pospal) setempat,

(4

—

Khusus untuk kerugian total (total loss) akibat pencurian,
Tertanggung diwajibkan melaporkan kepada dan
mendapat surat keterangan dari Polisi Daerah (Polda)
setempat.

PASAL 7
Tuntutan dari Pihak Ketiga

Apabila Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan
dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh
kendaraan bermotor yang dipertanggungkan tersebut, maka:

(1) Tertanggung wajib membaeritahukan kepada Penanggung
tentang adanya tuntutan lersebut selambat-lambatnya 3
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(tiga) han kera sepak tuntutan tersebul ditanima;

(2)  Te: anggung barus segera menyerahkan dokumen yang
ada schubungan dongan tuntutan pihak ketiga tersebut;

(3) fetanggung tidak diperbolehkan memberikan janji,
keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan
kesan bahwa ia mengakui tanggung qugatnya.

(4) Tertanggung menquasakan Kepada Penanggung
untuk mengurus tuntutan Ganti tugi pihak ketiga
dan apabila diperlukan, Teranggung diwajibkan
memberikan suratl kuasa kepada Penangqung

PASAL 8
Tuntutan Pidana terhadap Tertanggung

(1) Apabila terhadap Tertanggung dilakukan tuntutan pidana
sehubungan dengan kerugian yang dideria oleh pihak ketiga
maka Tertanggung diwajibkan memberntahukan hal
tersebut kepada Penanggung pa NG lambat gakam 3 (g

hari kerja sejak Wwntutan tersebut ditermma ulah Tettunqggung

(2) Penanggung berhak untuk menunjuk - penasitiat  hukum
dan dalam hal denukian Tenanggueg wapty mMeNnGgunikarmy.a
dalam perraranya. Birya bantuan Gamieadn u maenjad
langgungan Fenanggung.

PATAL 9
Ganti-Rugi

Penanggung akan membarikan ganti rugi kepada Tertanqgung
atas kerusckoi 210« shilane .n handaraar. ar-mete yeng
dipertanggungkan berdasarsan harga sebenarnya sesaat
sebelum terjadinya kerusakan atau kehilangan tersebut atau
atas tuntutan pihak ketiga, selinggi-tingginya sebesar jumiah,
setelah dikurangi dengan risiko sandiri (retensi sendiri), yang
lercantum dalam ikhtisar pertanggungan dan setelah dixenakan
perhitungan pertanggungan di bawah harga menurut pasal 12
di bawar ini, dengan ketentuan sebagai berikut

(1) Tertanggung wajib memberikan kesempatan kepada
Penanggung untuk memeriksa kerusakan sebelum
dilakukan perbaikan atau penggantian atas Kendaraan
Bermotor yang dimaksud.

(2

—

Penanggung berhak menentukan pilihannya untuk
memperbaiki di Bengkel yang ditunjuk atau disetujuinya,
mengganti dengan Kendaraan Bermotor yang sama atau
mengganti dengan uang.

-
=

Tertanggung berhak mengajukan ketidakpuasannya secara
tertulis atas hasil perbaikan kendaraan bermotor dimaksud
oleh Bengkel dalam batas waktu 14 (empat belas) hari
kalender sejak selesai diperbaiki dan diserahterimakan
kepada Tertanggung apabila Bengkel tersebut ditunjuk
oleh Penanggung.

Dalam melaksanakan ganti rugi Penanggung akan
memperhitungkannya dengan premi yang masih terhutang
untuk masa pertanggungan yang masih berjalan alas
kendaraan bermolor tersebut,

PASAL 10
Kerugian Total

Kerug:an total adalah kerusakan atau kerugian y ing biaya
perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih Jari 75%
(tujubh puluh lima persen) dari harga sebenarnya Kundaraan
Bermolor tersebut bila diperbaiki atau hilang karena dicuri
dan tidak diketlemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari
sejak terjadinya pencurian atas Kendaraan Bermotor yang
dipertanggungkan tersebut.

PASAL 11
Ganti Rugi Pertanggungan Rangkap

1. Menyimpang dari Pasal 277 ayat 1 Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang, dalam hal lerjadi kerugian atau kerusakan
atas kendaraun bermotor yang dipertanggungkan dengan

Polis inn de mana kendaraan bermotor lersetul sudah
dijamin pula oleh satu atuy letin pertanggungan lain dan
fumtah segala pertanggungan itu lebih dari harga
Rendittaan bermotor yang gonaksud ity, maka Jjumlah yang
telah dipertanggungkan vengan polis ini dianggap
berkurang menurut perban “ingan antara jumiah segala
pertanggungan dengan Harga vang dipertanggungkan.
Tetapt premi hdak o sutang atau dikembalikan,

do Ketentuan di atas 16145 diymansan, walaupun segala
DRFANGGUNG.n yang timies o i ditual dengan beberapa
polis dan pada bat yang betainan yang tanggainya lebih
duhulu dan pada tanggal pobs i dan idak beris xetentuan
sebagaimana lersebpu Ppada ayat 1 di atas.

Apabila terjuc RELLIan alau kerusanan, alas permintaan
Henanggung Terntanggung wapt memberitahukan secara
terlulis segaia pertarggungan lain yang sedang berlaku
itas kendara in boen o, J surea pada saat rerjadinya
SETUgLAn atas ke tus ie g

PASAL 12
Pertanggungan a1 bawan Harga

Lrendaraan banmat st yar g Ipertanggungkan pada saat
terfauinya kerugian atau kerusanan gieh sualu bahaya yang
¢ijamin dalam pertaniggungan sendaraan bermotor ini, harga
vtenarnya kendarian bermotor tersebut lebik besar daripada
Bt POIang  ungan, maka Fena 33ung akan menggantinya
menrut hite 1gan dari bagian 141§ dipertanggungkan terhadap
bagun yang tidak dipertanggungkan

FASAL 12
Tindakan Percegahan

Tertanggung wajib melakukan segala usaha yang patut guna
menjaga dan memelihara kendaraan bermotor itu. Bila
terjadi suatu kecelakaan atau kerusakan pada kendaraan
bermotor, kendaraan dimaksud tidak boleh ditinggalkan
tanpa pengamanan yang layak guna menghindari
Kerusakan/kerugian selanjutnya.

PASAL 14
Subrogasl

(1) Sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang, setelah pembayaran ganti rugi atas kendaraan
bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan
dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung
dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga
sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak subrogasi
termaksud dalam ayat ini berlaky dengan sendirinya tanpa
memerlukan suatu sural khusus dari Tertanggung.

(2) Tertanggung bertanggung jawab atas setiap perbuatan
yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap
pihat, ke'igu iarset L1,

(3) Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewa, ban

tersebul pada ayat (2) di atas dapat mengurang hak
Terlanggung untuk mendapatkan ganti rugi .'ari
Penanggung.

PASAL 15
Laporan Tidak Benar

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari
laminan Polis ini, yang dengan sengajd .

(1) memperbesar jumlah kerugian yang diderita.

(2) menyembunyikan barang -tarang yang terse amatkan
alau barang-barang sisan,a aan menyatakannya sebagai
tarang-barany yang rustah

(31 mampergunasan surat atuy glet busli palsu, ¢.sla atau
tpuan;

(4) melakukian atay meny wiah meiascean indakarn tindakan
TANG MONINELRAN ASTGTan wlau serasakan yar J dijamin
Pulls ini;
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(5) molakukan kosaluhun atau kolaluisn yang sangal
melampaul batas sehingga monimbulkan kerugian dan
alau karugakan yang sedianya dijamin olis ini;

Tidak berhak memperoleh ganti rugi.

PASAL 16
Hilangnya Hak Gantl Rugl

1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini
hilang dengan sendirinya apabila :

(1.1) tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini;

(1.2) tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu
12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian atau
kerusakan;

(1.3) tidak mengajukan keberatan atau menempuh
penyelesaian melalui upaya hukum dalam waktu 6
(enam) bulan sejak Penanggung mem ieritahukan
secara ltertulis bahwa Tertanggung ti.' 1k berhak
untuk mondapatkan ganti rugl.

2, Hak Tertanggung atas ganti rugi yang lebih besar dari
yang diselujul Penanggung akan hilang apabila
dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung
memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak
mongajukan koberatan atau menompuh ponyolosaian
malalui upaya hukum.

PASAL 17
Harga Sebenarnya

1. Harga sebenarnya dari kendaraan bermotor yang
dipertanggungkan adalah hasil penjualan yang dapat
diperoleh Tertanggung secara penjualan bebas atas
kendaraan bermotor tersebut atau kendaraan bermotor
yang sama sesaat sebelum terjadi kehilangan atau
kerusakan.

2. Harga perlengkapan atau peralatan kendaraan bermotor
adalah harga pembelian di pasar bebas.

3. Harga perlengkapan atau peralatan yang sudah tidak
diperjual belikan di pasar bebas, dasar penggantiannya
adalah harga yang tercatat terakhir dari pabriknya untuk
Indonesia.

PASAL 18
Pemeriksaan

Penanggung berhak untuk setiap waktu melakukan
pemeriksaan atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan
di bawah polis ini.

PASAL 19
Eerakhirnya Pertanggunynn

(1) Pembatalan Polis

Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak
seliap waktu menghentikan pertanggungan ini tanpa
diwajibkan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan
penghentian demikian dilakukan secara lertulis yang
dikirim melalui pos tercatat oleh pihak yang menghendaki
penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di
alamal terakhir yang dixetahui.

Panang: ung bebas dari segala kewajiban berdasarkan
poiis iru, 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal
penqiriman surat pemberitahuan tersebut, pukul 12.00
sian( waktu seienipat.

Dalam hal Terlanggung yang membatalran, Tertanggung
wajib membayar premi untuk jangka waktu yang sudah
dijalani, yang diperhitungkan menurut skala premi
pertanggungan jangxa pendek: bila hal Penanggung yang
membalalkan, Penanggung wajib mengembalikan premi
Secara prorata untuk waktu pertanggungan yang balum
berjalan

ASURANSI JASINDO
DuU.222a

()

(3

—

(4)

(1

(2

(3

(4

C

(6

(1

(2

Poralihan Hak Pemilik

Apablla kandaraan bermotor dan atau kspentingan yang
dipertanggungkan pindah tangan, balk berdasarkan suatu
persetujuan maupun karena Tertanggung meninggal dunia,
maka menyimpang dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang, Polis ini batal dengan sendirinya 10
(sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut,
kecuali apabila Penanggung setuju melanjutkannya.

Terladinya Total l.oss

Pertanggungan juga akan Jarakhir dei.gan sendi‘inya
sesudah dilakukan penggantian kerugian atas lasar
kehilangan/kerusakan seluruhya (total loss) ata. yang
dapat dipersamakan dengan itu tanpa pengembalian ; reml
walaupun pertanggungan jangka panjang.

Berakhirnya Jangka Waktu Pertanggungan

Pertanggungan juga akan berakhir dengan sendirinya
sesudah berakhirnya jangka waklu pertanggungan menurut
Polis ini.

PASAL 20
Arbitrase

Apabila timpul persengretaan atau perselisithan anlara
Penanggung dan Tenanggung sebagai akibal pelaksanaan
dlau panalsiran perjanjan pertanggungan Ini dan
persengkelaan dan perseiisihan tersebul Lidak dapatl
diselesaikan secara musyawaran dalam tempo 30 (tiga
puluh) hari sejak terjadinya kerugian yang menjadi pokok
perselisihan dan persengaetaan, maka pihak yang
berkepentingan berhak mengajukan persengketaan atau
perselisihan tersebut kepada Dewan Asurans: Indonesia
©q Ketua Bidang Asuransi Kerugian, yang akan membentuk
badan arbitrase ad-noc dalam tempo paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak surat permonhonan arbitrase diterima
Sekretariat Jenderal Dewan Asuransi Indonesia.

Badan Arbitrase ad-hoc beranggotakan 3 (nga) orang
arbiter, yang salah seorang di antaranya adalah seorang
sarjana hukum, yang diangkat menjadi ketua merangkap
anggota.

Dua orang anggota (arbiter) lainnya, dipilih dan diangkat
dari orang-orang yang berpengalaman dalam cabang
asuransi yang bersangkutan dan diutamakan orang yang
tidak aktif lagi di perusahaan dsuransi/reasuransi, pialang
asuransi/reasuransi alau menjadl agen
asuransi/reasuransi.

Para arbiter menetapkan peraturan arbitrase dan biaya
arbitrase serta pihak-pihak yang memikul biaya arbitrase
tersebut.

Bar'un Arbitra~e ber' swaiibar. 1 Ltuskan persengketaan
atau perselisihan tersebut dalam temp | 90 (sembilan
puluh) hari kalender sejak tanggal perbentukannya.

Keputusan badan Arbitrase merupakan keputusan final
dan mengikat kedua belah pihak.

PASAL 21
Pentutup

Apabila tervapal perbedaan pada naskah antara yang
lertera pada polis im dari yang telah diedarkan melalui
Surat Keputusan Pengurus Dewan Asurans: Indonesia
kepada segenap anggeta Dewan Asurans: Indonesia
Seklor Kerugian yang aslinya disimpan di Kantor
Sekretariat Jenderal Dewan Asuransi Indonesia, maka
yang beriaku adalah yeng disebut terakhir.

Untuk hal-hal yang belum cusup atau tidak d.atur dalam
Polis ini, berlaku ketentuan Kitat Undgang-Undang Hukum
Dagang dan peraturan ¢ erundangan lainnya.




KLAUSULA PERTANGGUNGAN DI ATAS HARGA SEBEBARNYA

Dengan menyindzhkar, segala ketentuan pulin, ditec askan Lahwa apal la sesaat sebeium terjadi kerugian/
kerusakan harga sebenarnya (harga pasaran) obyek pertanggun jan lebih rengah dari pada harga
pertanggunan maka pembayaran ganti rugi oleh penangguna akan ditetapkan dengan berdasarkanr xepada
harga seber.arnyd tharga pusaran) terseout.

- KLAUSULA PERALATAN / PERLENGKAPAN NON STANDAR

Menyimpang dari segala ketentuan polis yang bertentangan, dicatat dan disepakatli bahwa atas peratalan/
perlengkapan non standar berlaku ketentuan sebagal benkuy -

1. Peralatan/perlengkapan non standar, apabila dirinci jenisnya, banyaknya dan harqa pertanggungannya
satu per satu dalam polis, turut dipertangqunkan bawah polis .

2, Maksumum tanggung jawab Penanggung atas setiap umit/buah/pasang alaupun keseluruhan unit/
buah/pasang adalah 10 % dari harga pertanggungan casco, namun setinggi-tingginya adalah sebesar
Rp. 5.000.000 (mana s5aja yang lebih kecil).

3. Atas pesawat telpon mobil jaminan lerbatas pada kerugian/kerusakan fisik pada base dan handset,
termasuk perangkat lunaknya,

KLAUSULA ATAS BAGIAN-BAGIAN YANG DIBUAT DARI FIBREGLASS,
FLASTIK, MIKA DAN SEJENISNYA

Dengan ini dicatat bahwa dengan tetap mengindahkan asas yang berlaku dalam penetapan parti il
contruktive total loss, tanggung jawab p ‘nanggung terhadap kerusakan yang masih dapat diperba.ki
termasuk goresan, lecet, lekukan dan seje.lisnya pada alat-alat yang terbuat dari fibreglass, plastik, mika
dan sejenisnya terbatas pada biaya perbaikan.

. KLAUSUI A PEMBAYARAN PREMI
Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa menyimpang dari persyaratan polis yang bertentangan, atas
pertanggungan ini diberlakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Jika premi tidak dibayar dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam polis, maka pertanggungan
dinyatakan batal pada saat tenggang waktu tersebut terlampaui tanpa memeriukan pemberitahuan
terlebih dahulu tentang pembatalan tersebut.

2. Untuk masa pertanggungan efektif, yaitu selama tenggang waktu tersebut, Tertanggung dibebani
premi yang akan dihitung menurut skala jangka pendek, sesuaj dengan ketetapan Dewan Asuransi
Indonesia, berikut biaya-biaya polis/lampiran polis dan rmeterai yang telah dikeluarkan Penanggung
atas pertanggungan ini.

KLAUSULA TANGGUNGAN SENDIRI
KERUGIAN TOTAL KARENA PENCURIAN (WAJIB)

Dengan ini dicatat dan disetupn bahwa menyimpang dan persyaratan nolhis,

1. Pada tiap-tiap PeNggantian kerugian/kerusakan Nl annmat perncurnian. van ¢ Uyerun dalam polis
sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1.2, lertanggur; akan Menjaci penani jgung sendin untuk
1/10 bagian kerugian Yang tmbul,

2. Jumlah vyang dibayvarkan oleh Penangqung aran Mkarangi jumlah “nsike sendir,” sebagaimana
ditentukan dalam polis dan/atau klausula nada

Lain-lain tidak inengalam, pe.ubanan




KLAUSULA RISIKO SENDIRI (WAJIB)

( Polis Pertanggungan Kendaraan Bermotor DAI )

“Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa menyimpang dari persyaratan ya 1g tercetak pada
polis :

1. Pada tiap-tiap penggantian keru¢ian/kerusakan yang dijamin dalam polhs sebagaimana
diatur dalam pasal-pasal dibawah ini, akan dikurangi jumlah “risiko sendiri” sebagai
berikut, untuk tiap peristiwa.

Pasal |, Kerugian/Kerusakan Kendaraan Bermotor

Sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Skedu! A, (PPKB), atau dalam
Ikhtisar Polis (PSKBI).

Pasal Il, Kebakaran

Sesuai dengan jumiah yang tercantum pada Skedul A, (PPKB), atau dalam
Ikhtisar Polis (PSKBI).

Pasal Ill, Tanggung Jawab Menurut Hukum (WA)
Kecuali atas luka badan, 1,00 % dari Harga Pertanggungan (minimal Rp.
50.000,- maximal Rp. 250.000,-) atau yang tercantum dalam skedul C
(PPKB) atau dalam lkhtisar Polis (PSKBI).

2. Apabila dalam satu peristiwa yang sama Tertanggung sekaligus berhak memperoleh
ganti rugi dari berbagai pasal dimaksud, maka “risiko sendiri” yang akan dibebankan

dalah salah satu, mana saja yang lebih tinggi.

Lain-lain tidak mengalami perubahan.




8 ! COGNITION CLAUSE (COMPULSORY )

This Insurance does not cover any loss. damage, coata, claim or
expense, whether preventive, remedial or otherwise, and whether
occuring berfore, during or after the year 2000. directly or
indirectly arising out of or relating to

1. The calculation, comparison, differentiation, sequencing or
processing of data involving the date change to the year 2000,
or any other date change, including leap year calculations by
any computer system, hardware, programme or software and/ or
any microchip, integrated circuit or similar device in comput-
€r <égquipment or non-computer equipment, whether the property
of the insured or not : or

S8

. Any change, alteration, or modification involving the date
change to the year 2000, or any other date change, 1including
leap year calculation, to any such computer system, hardware,
programme or software and/or any microchip, integrated circuit
or similar device in computer equipment or non-computer equip-
ment, whether the property of “he insvred 3P rot.

This clause applies regardless of any other cause or event that
contributes concurrently or in any sequence of the loss, damage,
cost, claim or expense.

However, this clause shall not exclude subsequent loss, destruc-
tion, or damage or conseguential loss which resulte Ifrom any
reril no otherwise excluded by the policy.

It 1is mutually agreed that the burden of proving that the loss,
damage, cost, claim or expensa« does not fall within thin exclu-
sion shall be upon the insured.

All other term, conditions, nrovisions and exclusions of this
policy remain unchanged.

drc
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